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ABSTRAK 
 
ALDY RINALDY LATIF, B111 12 278, Perlindungan Masyarakat 
Muslim Yang Berada Di Amerika Serikat Dari Diskriminasi Berkaitan 
Dengan Isu Islamophobia Menurut Hak Asasi Manusia Internasional. 
Di bawah bimbingan Abdul Maasba Magassing dan Iin Karita Sakharina.  
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengatasi dan mengurangi 
tindakan yang dapat menyebabkan diskriminasi terhadap masyarakat 
muslim terkait isu Islamophobia dan untuk mengetahui dan menganalisis 
penyelesaian masalah diskriminasi masyarakat muslim berkaitan dengan 
isu Islamophobia menurut norma Hak Asasi Manusia Internasional. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan 
dengan metode library research yang lokasinya berada di Makassar 
tepatnya di perpustakaan fakultas hukum Universitas Hasanuddin. 
hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) 
Bentuk dari diskriminasi yang diterima oleh masyarakat muslim di 
Amerika Serikat ada dua macam, yaitu diskriminasi secara langsung dan 
diskriminasi secara tidak langsung. Diskriminasi langsung yang berupa 
kekerasan atau perkataan verbal yang menunjukkan adanya indikasi 
diskriminasi secara rasial, sedangan diskriminasi secara tidak langsung 
berupa aturan, tetapi secara tidak langsung merugikan sekelompok 
orang tertentu. (2) Diskriminasi terhadap masyarakat muslim di Amerika 
Serikat adalah pelanggaran terhadap hukum hak asasi manusia 
internasional. Ketentuan yang tercantum dalam norma hak asasi 
manusia internasional belum terimplementasi dan belum cukup untuk 
mengurangi terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat muslim yang 
berada di Amerika Serikat terkait isu Islamophobia,hal ini dikarenakan 
hubungan yang renggang antara instansi pemerintah dan penegak 
hukum di Amerika Serikat. Dampak dari Islamophobia yang terjadi di  
Amerika Serikat bisa sampai ke Negara lain terutama di Indonesia 
 
 
 
 
 
  
vi 
 
ABSTRACT 
ALDY RINALDY LATIF, B111 12 278, The Protection of muslim 
communities located in United States of Discrimination issues 
relating to islamophobia according to international human rights. 
Advised by Abdul Maasba Magassing and Iin Karita Sakharina. 
This research aimed to resolve and decrease actions that can lead 
to discrimination against Muslim communities and the related issue of 
Islamophobia, and to determine and analyze the settlement of the 
problem of discrimination of Muslim communities with regard to the issue 
of Islamophobia in accordance with international human rights Norm 
This research is normative law research by using library research 
method which is located in Makassar precisely in the library of the law 
faculty of hasanuddin university 
The results of this research are: (1)  Forms of discrimination 
received by the Muslim community in the United States there are two 
kinds, namely direct discrimination and indirect discrimination. Direct 
discrimination in the form of violence or verbal words were an indication of 
racial discrimination, while indirect discrimination in the form of rules, but 
indirectly detrimental to specific groups of people. (2) Discrimination 
against Muslim communities in the United States is a violation of 
international human rights law. Provisions contained in international 
human rights norms have not been, and is not enough to reduce 
discrimination against the Muslim community residing in the United States 
related to the issue of Islamophobia, it is because the tenuous relationship 
between the government and law enforcement agencies in the United 
States. The impact of Islamophobia in the United States can get to other 
countries, especially in Indonesia 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Norma Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk sebagai bagian dari 
sistem Hukum internasional yang dibentuk oleh masyarakat Internasional 
yang terdiri dari negara–negara. Masyarakat internasional atau Individu 
dapat dikategorikan sebagai salah satu subjek hukum internasional. 
Kedudukan Individu sebagai subjek hukum Internasional kini sudah tidak 
perlu diragukan lagi.  
Pada awal mula pertumbuhan hukum internasional, individu 
hanyalah sebagai subjek hukum nasional sedangkan subjek hukum 
internasional adalah negara. Ada pendapat bahwa, Individu hanya 
bertindak dalam level internasional apabila sudah mendapat pengakuan 
dari negaranya sendiri. Jadi sebenarnya menurut pendapat ini, negara 
itulah yang sebenarnya menjadi subjek hukum internasional. Tetapi 
sekarang ini, individu dalam batas-batas tertentu sudah dapat bertindak 
mandiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama dan 
untuk dirinya sendiri. Demikian pula individu dapat dibebani kewajiban-
kewajiban internasional dan dimintakan pertanggungjawaban secara 
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langsung dalam level internasional atas perbuatannya yang bertentangan 
dengan hukum internasional. 1 
Sudah barang tentu, pengakuan terhadap individu sebagai subjek 
hukum internasional berkaitan erat dengan munculnya prinsip-prinsip dan 
kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak-hak dan 
membebani kewajiban-kewajiban secara langsung kepada individu. 
Pengakuan bahwa setiap individu tanpa memandang asal usul, ras, 
agama, warna kulit atau kelompok etniknya maupun keyakinan yang 
dianutnya, memiliki hak-hak asasi maupun kewajiban-kewajiban asasi. 
Pada hakikatnya adalah penegasan atas kepribadian dari individu sebagai 
subjek hukum, baik subjek hukum nasional maupun subjek hukum 
internasional. Terutama karena persoalan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban asasi manusia merupakan hal yang universal tanpa mengenal 
batas-batas wilayah negara. 
Terlebih lagi dengan telah dirumuskannya secara tegas hak-hak 
asasi dan kewajiban-kewajiban asasi manusia dalam deklarasi maupun 
konvensi-konvensi internasional, kedudukan individu sebagai pribadi 
internasional semakin bertambah kokoh. Sebagai contoh, Universal 
Declaration of Human Rights2 yang disepakati oleh majelis umum PBB 
pada tanggal 10 Desember 1948, yang lebih nyata sifat hukumnya adalah 
                                                          
1 I Wayan Parthiana, 1990, Pengantar Hukum Internasional,  CV. Mandar Maju : Bandung. Hal. 91 
2 sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-
Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 
pasal yang menggaris besarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak asasi 
manusia mmanusiamanusia manusia (HAM) kepada semua orang 
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yang berbentuk konvensi, seperti misalnya European Convention on 
Human Rights3 yang disertai pula dengan mekanisme penerapannya oleh 
European Commission on Human Rights, 4  dengan kewenangan untuk 
melakukan pengusutan atas pelanggaran yang berkenaan dengan HAM 
oleh negara-negara anggotanya dan European Court of Human Rights5 
sebagai badan peradilan yang berwenang mengadili perkara yang 
berkenaan dengan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia.6 
Hukum Internasional sejak tahun 1948 telah berfokus terutama 
pada perlindungan HAM, seperti bisa dilihat dari Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia. Bagaimanapun, dalam beberapa tahun terakhir ini lebih 
banyak perhatian yang ditujukan kepada berbagai ekspresi konsep hak 
kolektif, meskipun seringkali sulit untuk dibedakan secara tegas antara 
hak individu dan hak kolektif. Beberapa murni bersifat individual, seperti 
hak untuk hidup atau kebebasan berekspresi, yang lainnya merupakan 
hak individu yang dengan semestinya diungkapkan secara kolektif, seperti 
kebebasan berkumpul atau hak untuk menjalankan agama. Beberapa hak 
murni bersifat kolektif, seperti hak penentuan nasib sendiri atau 
perlindungan fisik kelompok melalui larangan genosida, yang lain 
                                                          
3 Diadopsi di bawah naungan Dewan Eropa pada 1950 untuk melindungi hak asasi manusia dan 
kebebasan fundamental. Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan 
Fundamental Manusia  (1950). Konvensi ini ditandatangani di Roma, Italia pada 14 November 
1950 dan berlaku pada 3 September 1958.  
4 Pengadilan khusus yang terbentuk di bawah  Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR)  
5 Terletak di Strasbourg, Jerman dibentuk dibawah Konvensi Eropa untuk Hak Asasi 
Manusia (ECHR) pada tahun 1950 untuk mengawasi keluhan oleh pihak penandatangan. Seluruh 
47 negara anggota Dewan Eropa adalah pihak penandatangan Konvensi 
6 I Wayan Parthiana, 1990,  op. cit. Hal 92 
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merupakan manifestasi kolektif hak-hak individu, seperti hak orang yang 
tergolong kelompok minoritas untuk melaksanakan budaya sendiri dan 
mempraktikkan agama atau menggunakan bahasa mereka sendiri. Selain 
itu, persoalan tentang penyeimbangan hak-hak sah negara, kelompok dan 
individu dalam praktiknya bernilai penting dan kadang dipertimbangkan 
secara kurang memadai. Negara, kelompok dan individu memiliki hak dan 
kepentingan sah yang tidak boleh diabaikan. Semua yang berada di 
dalam negara berkepentingan dalam memastikan efisiensi fungsi negara 
secara konsisten dengan penghormatan hak kelompok dan individu, 
sedangkan penyeimbangan hak kelompok dan individu itu sendiri bisa 
terbukti sulit dan kompleks.7 
Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 
menyebutkan bahwa : 
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan 
agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau 
kepercayaan dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau 
kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, 
beribadah dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama 
dengan orang lain di muka umum maupun sendiri.8 
Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap manusia 
berhak memilih agama atau kepercayaan mereka masing masing tanpa 
adanya campur tangan atau hasutan dari orang lain. Selain kebebasan 
dalam beragama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga mengatur 
                                                          
7 Malcolm N. Shaw QC, 2008, Hukum Internasional terjemahan bahasa Indonesia, Nusa Media : 
Bandung. Hal. 270 
8 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 
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larangan diskriminasi tanpa pengecualian apapun, yang tercantum dalam 
Pasal 2 yang berbunyi : 
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat 
dalam Deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan 
ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau 
pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak 
milik, kelahiran ataupun status lainnya. Selanjutnya tidak 
dipebolehkan adanya pembedaan ras dasar kedudukan politik, 
hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari 
mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, wilayah-
wilayah perwalian, jajahan atau berasal dari wilayah di bawah 
batasan kedaulatan lainnya.9 
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi dalam bentuk apapun 
itu dilarang menurut DUHAM tanpa pengecualian apapun termasuk 
diskriminasi agama. Tetapi seiring waktu juga isu-isu tentang kaum 
ekstrimis khususnya ekstrimis muslim melahirkan suatu ketakutan baru 
terhadap manusia atau sering disebut sebagai Islamophobia. 
Islamophobia adalah istilah Kontroversial yang merujuk pada prasangka 
dan diskriminasi pada Islam dan muslim. Istilah itu sudah ada sejak tahun 
1980-an, tapi menjadi populer setelah peristiwa serangan 11 September 
2001 di New York City dan Washington, D.C.  atau sering disebut 
peristiwa 9/11. Pada tahun 1997, Runnymede Trust 10 , mendefinisikan 
Islamophobia sebagai rasa takut dan kebencian terhadap Islam dan oleh 
                                                          
9 Ibid 
10Runnymede Trust adalah think tank (organisasi yang melakukan topik penelitian dan advokasi 
mengenai kebijakan sosial , strategi politik , ekonomi , militer , teknologi , dan budaya) terkemuka 
yang didirikan pada tahun 1968 oleh Jim Rose dan Anthony Lester, dengan tujuan bertindak 
sebagai think tank kesetaraan ras independen dengan menghasilkan intelijen untuk multi-etnis 
Inggris melalui penelitian, membangun jaringan, memimpin debat, dan keterlibatan kebijakan. 
Direktur saat ini adalah Dr. Rob Berkeley dan Ketua saat ini adalah Clive Jones CBE.  
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karena itu juga pada semua muslim. Dinyatakan bahwa hal tersebut juga 
merujuk pada praktek diskiriminasi terhadap muslim dengan memisahkan 
mereka dari kehidupan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan bangsa. Di 
dalamnya juga ada persepsi bahwa Islam tidak mempunyai norma yang 
sesuai dengan budaya lain, lebih rendah dibanding budaya barat dan lebih 
berupa ideologi politik yang bengis daripada berupa suatu agama.11 
Akibat dari Islamophobia tersebut banyak masyarakat muslim 
khususnya di Amerika mendapatkan perilaku diskriminatif, seperti yang 
terjadi di Amerika Serikat, Tiga masjid dirusak di California, salah satunya 
bahkan dibakar. Sementara di Philadelphia, sepenggal kepala babi 
dilemparkan ke arah masjid dan seorang pemilik toko kelontong dipukuli 
hanya karena dirinya adalah muslim.12 
Tidak hanya itu, Seorang wanita berusia 30 tahun lulusan 
Standford University dan redaktur kontributor di The New Inquiry bernama 
Kameelah Rasheed dicegat saat hendak naik pesawat dan ditanyai 
selama lebih dari dua jam oleh agen FBI di Bandara Internasional Liberty 
Newark. Telepon dan paspornya disita dan dicecar pertanyaan. Rasheed 
mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya penumpang yang memiliki 
identitas seorang muslim, yaitu berjilbab. “Ini adalah upaya untuk 
mempermalukan dan mendiskriminasikan saya,” Kata Rasheed, dikutip 
dari The Independent, Kamis (26/11). Rasheed bukan muslim satu 
                                                          
11 https://id.wikipedia.org/wiki/Islamophobia 
12 http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151218141713-139-99130/Islamophobia-
merebak-muslim-di-amerika-khawatir-jadi-target/ 
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satunya yang diusir dari pesawat di AS, sebelumnya empat orang berlogat 
Timur Tengah dikeluarkan dari pesawat Spirit Airlines, Alasannya ada 
aduan dari penumpang lain soal aktivitas mencurigakan keempat orang 
tersebut, yang ternyata hanya membaca berita soal serangan Paris di 
ponsel mereka.13 
Ajmal Masroor, seorang penyiar dan imam yang berkantor di 
London, mengatakan ia juga mendapat perlakuan serupa ketika berupaya 
terbang ke Amerika untuk bisnis baru-baru ini. Ia mengatakan kepada 
Associated Press bahwa pejabat Kedutaan Besar Amerika mencegahnya 
naik pesawat tanggal 17 Desember dan mengatakan visa bisnisnya telah 
dicabut. Ia mengatakan tidak pernah ada masalah bepergian ke Amerika 
dengan visa itu sebelumnya. Dewan Muslim Inggris juga mengatakan 
larangan naik pesawat terbang pada saat-saat terakhir tanpa penjelasan 
apapun mengkhawatirkan masyarakat Muslim di Inggris. "Ada persepsi 
bahwa keputusan-keputusan itu diambil karena alasan keyakinan agama 
atau kegiatan politik orang yang bersangkutan," tambah Dewan itu.14 
Bakal calon presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, 
Senin, 7 Desember 2015 waktu setempat, menyerukan pencegahan 
semua orang Muslim memasuki Amerika Serikat (AS). Donald Trump 
menyerukan pencegahan total dan menyeluruh orang-orang Muslim 
                                                          
13 http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151127105759-134-94444/Islamophobia-di-
as-wanita-muslim-dicegat-naik-pesawat/ 
14 http://www.voaindonesia.com/content/amerika-larang-keluarga-muslim-inggris-naik-pesawat-
ke-disneyland/3115918.html 
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memasuki Amerika Serikat sampai perwakilan-perwakilan negara dapat 
mengetahui apa yang sedang terjadi. Trump, yang sebelumnya telah 
menyerukan pengawasan terhadap masjid-masjid dan mengatakan ia 
terbuka untuk membangun sebuah database bagi semua orang Muslim 
yang tinggal di AS, membuat seruan kontroversial terbarunya itu dalam 
sebuah siaran pers.Pesannya itu muncul terkait dengan penembakan 
massal mematikan di San Bernardino, California, oleh tersangka 
simpatisan ISIS dan sehari setelah Presiden Barack Obama meminta 
warga AS tidak "melawan satu sama lain" karena takut. Trump 
menambahkan dalam siaran pers itu bahwa larangan tersebut harus tetap 
berlaku "sampai perwakilan negara kita bisa mengetahui apa yang sedang 
terjadi". Dalam sebuah wawancara di Fox News pada Senin malam, 
Trump menegaskan bahwa kebijakan itu tidak akan berlaku untuk umat 
Islam yang saat ini berada di AS.15 
lslamophobia diperkuat dengan kejadian-kejadian teror yang 
menyita perhatian dunia yang sebagian besar ditengarai dilakukan oleh-
oleh kelompok Islam radikal dari negara-negara yang memiki basis 
penganut Islam cukup besar di dunia. Salah satu kelompok yang paling 
terkenal adalah ISIS, ISIS atau biasa juga disebut NIIS (Negara Islam Irak 
dan asy-Syam) adalah kelompok militan ekstrimis jihadis salafi/Wahhabi. 
Kelompok ini dipimpin dan didominasi oleh anggota Arab Sunni dari Irak 
dan Suriah. ISIS mengklaim kendali agama, politik, dan militer atas semua 
                                                          
15http://internasional.kompas.com/read/2015/12/08/10100041/Donald.Trump.Larang.Semua.Or
ang.Muslim.Masuk.AS 
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muslim di seluruh dunia. PBB menyebut ISIS telah melakukan 
pelanggaran HAM dan kejahatan perang. Amnesti Internasional 
melaporkan bahwa kelompok ini telah melakukan pembersihan etnis 
berskala besar. Kelompok ini dicap sebagai organisasi teroris oleh PBB.16 
Dampak yang ditimbulkan oleh ISIS atas aksi terorisme mereka 
tidak hanya merugikan pihak pemerintah, umat muslim yang tidak 
bersalah pun kena imbasnya. Hal ini dikarenakan tindakan stereotipe yang 
dilakukan oleh banyak orang terhadap umat muslim hampir di seluruh 
dunia. Stereotipe adalah penilaian terhadap seseorang hanya 
berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat 
dikategorikan. 17  
Dampak yang ditimbulkan dari Islamophobia sangat dirasakan 
khususnya umat Islam yang mendiami benua Amerika dan Eropa. Mereka 
tidak dapat leluasa menjalankan ibadahnya sebagaimana saudara-
saudara muslim yang tinggal di negara Islam. Berbagai alasan pun muncul 
untuk menyudutkan umat muslim, seperti pelarangan memakai jilbab atau 
burqa bagi wanita muslim di Perancis dengan dalih melanggar undang-
undang penggunaan simbol agama di tempat-tempat umum. Mereka juga 
dipersulit untuk membangun mesjid atau musholla. Di Denmark 
munculnya berbagai karikatur penghinaan terhadap Nabi Muhammad, film 
Innocent of Moslem yang baru-baru ini hangat di bicarakan oleh dunia 
                                                          
16 https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Irak_dan_Syam 
17 https://id.wikipedia.org/wiki/Stereotipe 
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juga berbentuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad, dan masih banyak 
lagi. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah bentuk diskriminasi terhadap masyarakat muslim 
yang berada di Amerika Serikat terkait isu Islamophobia ? 
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim 
dari diskriminasi yang berada di Amerika Serikat terkait isu 
Islamophobia menurut Hak Asasi Manusia Internasional ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengatasi dan mengurangi tindakan yang dapat 
menyebabkan diskriminasi terhadap masyarakat muslim berkaitan 
dengan isu Islamophobia 
2. Untuk mengetahui Efisiensi dan menganalisis penyelesaian 
masalah diskriminasi terhadap masyarakat muslim berkaitan 
dengan isu Islamophobia menurut norma Hak Asasi Manusia 
Internasional 
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D.  Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapakan mempunyai manfaat sebagai berikut : 
1. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara 
teoritis bagi mereka yang mengkhususkan diri pada Hukum 
Internasional mengenai Hak Asasi Manusia  
2. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 
informasi kepada semua orang dalam menanggapi kasus yang 
serupa jika terjadi di masa yang akan datang 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Hak Asasi Manusia 
1. Pengertian Hak Asasi Manusia 
Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehari-hari sering 
kita mendengar istilah “hak-hak asasi manusia” atau biasa disebut dengan 
istilah human rights, natural rights, fundamental rights, civil rights, dan lain-
lain. Apabila kita berbicara tentang hak-hak asasi manusia, seluruh dunia 
termasuk Indonesia akan merujuk kepada Universal Declaration of Human 
Rights yang dilahirkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 
Desember 1948 dalam sidangnya di Paris.18 
Hak asasi manusia umumnya dipahami sebagai hak-hak yang 
melekat pada manusia. Konsep HAM mengakui bahwa setiap manusia 
berhak untuk mendapatkan hak asasi manusianya tanpa membedakan 
ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau opini lainnya, 
kebangsaan, status sosial, harta kekayaan, kelahiran atau status lainnya. 
 HAM secara hukum dijamin oleh undang-undang hak asasi manusia, 
melindungi individu dan kelompok terhadap tindakan yang menggangu 
kebebasan fundamental dan harga diri manusia. HAM dinyatakan dalam 
perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip dan sumber hukum. 
Hukum hak asasi manusia menempatkan kewajiban negara untuk 
                                                          
18 Djoko Prakoso & Djaman Andhi Nirwanto, Euthanasia Hak Asasi Manusia dan hukum pidana, 
Ghalia Indonesia : Jakarta. Hal. 28 
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bertindak dengan cara tertentu dan melarang negara untuk terlibat dalam 
kegiatan tertentu, namun hukum tidak menetapkan hak-hak asasi 
manusia.  
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat yang datang ke setiap 
orang sebagai konsekuensinya menjadi manusia. Perjanjian dan sumber-
sumber hukum umunya untuk melindungi secara formal hak-hal individu 
dan kelompok terhadap tindakan atau pengabaian tindakan oleh 
pemerintah yang mengganggu hak asasi manusia mereka. Berikut ini 
adalah beberapa karakteristik yang paling penting dari hak asasi manusia 
sebagai berikut : 
1. Hak asasi manusia didirikan pada penghormatan terhadap 
nilai dan martabat setiap orang. 
2. Hak asasi manusia yang universal yang berarti bahwa 
mereka diterapkan sama dan tanpa diskriminasi untuk 
semua orang. 
3. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut, yang berarti tidak 
ada yang dapat memilikinya. Hak asasi manusia dapat 
diambil jika terjadi dalam situasi tertentu misalnya hak 
kebebasan dapat dibatasi jika seseorang dinyatakan 
bersalah karena kejahatan oleh pengadilan hukum. 
4. Hak asasi manusia tidak terpisahkan, saling terkait dan 
saling bergantung, untuk alas an bahwa itu tidak cukup untuk 
untuk menghormati hak asasi manusia. Di dalam praktiknya 
pelanggaran hak sering mempengaruhi rasa hormat 
terhadap beberapa hak yang lainnya. Semua hak asasi 
manusia harus dipandang memiliki kepentingan yang sama 
untuk menghormati harkat dan martabat setiap orang.19 
 
2. Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia 
Semua deklarasi HAM dalam sejarah politik barat mencantumkan 
subjek hukum yang sangat umum, yaitu “manusia”, “setiap manusia”, “tak 
                                                          
19 Human rights a basic handbook for UN staff, hlm 2-3 
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seorang pun”, atau “semua manusia”. Lepas dari perbedaan-perbedaan 
internal dari manusia yang misalnya ditentukan oleh agama, bahasa, jenis 
kelamin, warna kulit dan sebagainya, manusia dar deklarasi-deklarasi 
HAM itu sama dan memiliki ciri-ciri dasar yang sama, sehingga juga 
memiliki hak-hak yang sama.20 
Akan tetapi, Pencapaian terbesar tercapai pada saat Abad 
Pencerahan di Eropa21 dan bersama dengan itu doktrin rasionalistik dari 
hukum kodrat, yaitu mengakui setiap individu manusia sebagai subyek 
yang dikaruniai dengan hak-hak yang bertentangan dengan masyarakat 
dan harus menempatkannya sebagai pusat sistem hukum dan sosial. 
Pemikiran tentang hak-hak asasi manusia yang bersifat kodrati dan tidak 
dapat dicabut telah membawa pergeseran paradigma dalam pemahaman 
menyeluruh tentang negara dan fungsinya. Hal ini pada akhirnya disahkan 
oleh teori kontrak sosial. Negara tidak lagi mendapatkan justifikasinya dari 
mandat yang berasal dari langit, tetapi semata-mata dari kebutuhan untuk 
melindungi hak-hak kodrati dari setiap individu, seperti hak untuk hidup, 
kemerdekaan, kepemilikan, keamanan, kebahagiaan dan sebagainya.22    
Pemikiran tentang HAM diletakkan oleh para pelopornya yang 
dikembangkan oleh John Locke (1632-1704), Montesquieau (1689-1755), 
                                                          
20 F. Budi Hardiman, Hak-hak asasi manusia polemik dengan agama dan kebudayaan, Penerbit 
Kanisius : Yogyakarta. Hal. 43 
21 suatu masa di sekitar abad ke-18 di Eropa yang diketahui memiliki semangat revisi atas 
kepercayaan-kepercayaan tradisional, memisahkan pengaruh-pengaruh keagamaan dari 
pemerintahan. Bertolak dari pemikiran ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya diskusi-
diskusi dan pemikiran ilmiah. Ideologi Sekularisme menjadi dasar tonggak peradaban maju Eropa. 
22 Manfred Nowak, Pengantar pada rezim HAM Internasional, Pustaka hak asasi manusia Raoul 
Wallenberg Institute. Hal. 9 
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Voltaire (1694-1778) yang selanjutnya dapat dilihat dalam negara-negara 
konstitusi modern. John Locke mempertahankan teori perjanjian dalam 
masyarakat dalam rangka menghormati dan melindungi hak individu. Ia 
berpendapat bahwa individu memiliki hak-hak kodrati antara lain, hak 
hidup, hak kebebasan, dan hak milik, sehingga peranan pemerintah harus 
melindungi hak-hak tersebut dan tidak boleh dilanggar. Montesquieau 
merupakan pendukung kebebasan warga Negara mengemukakan 
pandangannya tentang pembagian pemerintahan ke dalam tiga 
kekuasaan yang dikenal dengan Trias Politica23. Pembagian kekuasaan 
ke dalam tiga lembaga tersebut bertujuan untuk melakukan kontrol 
terhadap jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan 
kekuasaan secara sewenang-wenang oleh negara. Voltaire pendukung 
ide aufklarung 24  membakar semangat kebebasan, keadilan dan 
persamaan dengan member tekanan pada aspek rasional yang 
berpengaruh terhadap revolusi Prancis. Puncak dari perjuangan 
mewujudkan hak-hak asasi manusia terjadi di Prancis yaitu pada saat 
dideklarasikannya deklarasi hak asasi manusia dan warga Negara 
(Declaration des Droits L’Hommes et du Citoyen)25 pada tahun 1789 di 
Prancis. 
                                                          
23 sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih 
kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu 
banyak. 
24 pembebasan manusia dari keadaan bersifat minoritas dan membuat dirinya mampu 
menggunakan pemahaman sendiri tanpa pengarahan dari luar 
25 Piagam hak-hak asasi manusia dan warga Negara yang dihasilkan dalam revolusi Prancis yang 
disusun sebagai mukadimah dari konstitusi yang sekaligus menghilangkan perbedaan-perbedaan 
yang telah lama berlaku dan dipertahankan. Dalam piagam tersebut, untuk pertama kalinya 
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Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dipertegas lagi 
dengan Declaration of Independence26  pada tahun 1776. Secara garis 
besar, dokumen ini berisi asas pengakuan persamaan manusia, dengan 
alasan Tuhan telah menciptakan manusia dengan hak-hak tertentu yang 
tidak dapat dirampas antara lain : hak untuk hidup, hak kebebasan, dan 
hak untuk mengejar kebahagiaan. Sesudah perang dunia II, negara-
negara sekutu yang terlibat perang dunia II  dimulailah upaya untuk 
menghentikan peperangan yang dipandang telah menjadi sumber 
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan beberapa pertemuan 
yang mengawali lahirnya PBB antara Roosevelt dan Churchill di New 
Foundland Bank di atas kapal USS Agustav dan Prince of Wales.  
Amerika Serikat atas nama pemerintah Uni Soviet, Inggris dan Cina 
mengundang wakil pemerintah-pemerintah di dunia untuk mempersiapkan 
piagam satu organisasi internasional sebagai sarana menjaga perdamaian 
dan keamanan dunia. Berbagai amandemen atas rancangan piagam 
disampaikan oleh beberapa utusan baik yang berkaitan dengan tujuan, 
asas dan wewenang masing-masing organisasi PBB. Pada akhirnya 
                                                                                                                                                               
golongan rakyat yang sebelumnya hanya menerima saja sekarang diakui haknya sama dengan 
golongan yang lain 
26Suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian di 
Amerika Serikat, merupakan pula piagam hak – hak asasi manusia karena mengandung 
pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. 
Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan 
untuk menikmati kebahagiaan.” 
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piagam PBB ditandatangani di San Francisco pada tanggal 26 Juni 
1945.27 
3. Lembaga-lembaga PBB mengenai HAM Internasional 
Dewasa ini pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih 
seringkali terjadi di berbagai penjuru dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) merupakan satu-satunya lembaga dunia yang paling aktif dalam 
berbagai kegiatan, pertemuan dengan pemimpin dunia terkait 
permasalahan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu PBB membentuk 
badan-badan yang diharapkan dapat menangani, mengurus dan 
melakukan langkah-langkah konkret penegakkan hak asasi manusia di 
dunia. Lembaga tersebut antara lain : 
A. Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights (OHCHR) 
Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights (OHCHR) atau yang dalam bahasa Indonesia disebut Kantor 
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia adalah suatu 
badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk 
mempromosikan dan melindungi HAM yang ada dalam hukum 
internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. 
Kantor ini dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 
Desember 1993 dalam Konferensi Hak Asasi Manusia Dunia. Kantor 
                                                          
27 Woro Winandhi, Modul Hukum HAM & Demokrasi, Fakultas Hukum Univ. Narotama Surabaya. 
Hal. 10-15 
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ini dikepalai oleh seorang Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, 
yang mengkoordinasikan semua aktivitas HAM yang dilakukan oleh 
sistem PBB dan mengawasi berjalannya Dewan HAM 
PBB di Jenewa, Swiss. Komisaris Tinggi yang menjabat sekarang 
adalah Navanethem Pillay, seorang pengacara dari Afrika Selatan, 
yang menjabat semenjak 1 September 2008. OHCHR merupakan 
anggota dari Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
Mandat dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia 
berasal dari Piagam PBB Pasal 1, 13 dan 55, Deklarasi Vienna, dan 
Resolusi Majelis Umum nomor 48/141 tanggal 20 Desember 1993. 
Berhubungan dengan agenda reformasi PBB, Pusat HAM PBB 
digabungkan ke dalam Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi 
Manusia pada 15 September 1997.28 
B. United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) 
United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) atau dalam 
bahasa Indonesia Komisi HAM PBB adalah komisi fungsional 
dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNCHR adalah lembaga di bawah UN 
Economic and Social Council29 (ECOSOC) dan juga dibantu oleh Office of 
the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Komisi 
ini adalah mekanisme utama PBB dan forum internasional yang menangani 
perlindungan hak asasi manusia. Pada 15 Maret 2006 Sidang Umum 
                                                          
28 https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Komisaris_Tinggi_PBB_untuk_Hak_Asasi_Manusia 
29Organisasi PBB utama yang didirikan dengan tujuan untuk memajukan HAM  dengan tujuan 
memajukan rasa menghargai dan ketaatan terhadap HAM dan kebebasan hakiki bagi semua 
orang 
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PBB memilih untuk menggantikan UNCHR dengan Dewan Hak Asasi 
Manusia PBB. UNCHR dimaksudkan untuk memeriksa, memantau dan 
laporan publik mengenai situasi hak asasi manusia di negara-negara 
tertentu serta pada fenomena utama pelanggaran hak asasi manusia 
di seluruh dunia. UNCHR juga diharapkan untuk menegakkan dan 
melindungi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.30 
C. United Nations Human Right Committee 
United Nations Human Right Committee atau dalam bahasa 
Indonesia disebut Komite HAM PBB adalah sebuah badan PBB yang 
terdiri dari 18 ahli yang berkumpul sebanyak tiga kali dalam setahun 
untuk empat minggu sesi, sesi musim semi di markas besar PBB di 
New York, sesi musim panas dan musim gugur di kantor PBB di 
Jenewa. Pertemuan diadakan untuk membahas laporan lima tahunan 
yang disampaikan oleh 168 anggota PBB terkait pemenuhan mereka 
dengan kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, ICCPR, 
dan setiap petisi individu mengenai 112 negara pihak pada protokol 
opsional. Negara yang telah meratifikasi atau menyetujui Protokol 
Opsional Pertama ( saat ini 115 negara ) telah setuju untuk 
mengizinkan orang dalam yurisdiksi mereka untuk menyampaikan 
pengaduan kepada Komite agar meminta penentuan apakah 
ketentuan-ketentuan Kovenan telah dilanggar. Untuk negara-negara , 
fungsi Komite Hak Asasi Manusia sebagai mekanisme untuk ganti rugi 
                                                          
30 https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Commission_on_Human_Rights 
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internasional terkait pelanggaran HAM , mirip dengan mekanisme 
regional yang diberikan oleh Inter-American Court of Human Rights31. 
Protokol Opsional pertama mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976. 
Protokol Opsional kedua , berlaku sejak 11 Juli 1991, ditujukan untuk 
penghapusan hukuman mati dan memiliki 81 negara pihak.32 
D. United Nations Human Rights Council  
United Nations Human Rights Council (UNHRC) atau dalam 
bahasa Indonesia disebut Dewan HAM PBB merupakan organisasi 
penerus dari komisi HAM  PBB. Pada 15 Maret 1943 Majelis Umum 
PBB memvoting untuk menciptakan sebuah organisasi hak 
manusia baru, meskipun ada penentangan dari Amerika Serikat. 
Dewan Hak Manusia beranggotakan 47 negara ini akan menggantikan 
Komisi Hak Manusia yang beranggotakan 53 negara yang sekarang. 
Badan hak manusia yang baru ini disetujui oleh 170 anggota dari dari 
190 anggota. Empat negara menentang pembentukan Dewan, 
yaitu Amerika Serikat, Kepulauan Marshall, Palau, dan Israel dan tiga 
negara abstain, yaitu Belarus, Iran, dan Venezuela. Keempat negara 
yang menentang menyatakan bahwa Dewan baru ini sedikit lebih 
banyak memliki kekuasaan dan tidak memiliki penjagaan yang cukup 
                                                          
31 lembaga peradilan yang otonom berbasis di kota San José , Costa  Rika . Bersama-sama dengan 
Inter-American Commission on Human Rights membuat sistem perlindungan hak asasi manusia 
dari Organisasi Negara Amerika atau Organization of American States (OAS) , yang berfungsi 
untuk menegakkan dan mempromosikan hak-hak dasar dan kebebasan di Amerika 
 
32 https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Human_Rights_Committee 
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untuk mencegah negara yang melecehkan HAM mengambil kontrol 
dari Dewan.33 
4. Tanggung jawab Negara terhadap Hak Asasi Manusia 
Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental 
dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan 
persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul apabila ada 
pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu 
atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu 
perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. 
Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, pemajuan serta 
penghormatan terhadap HAM, yang menjadi perhatian seluruh dunia 
dewasa ini, merupakan konsep dunia modern setelah Perang Dunia 
Kedua.34 
Kewajiban untuk melindungi, mempromosikan dan menjamin 
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab utama dari 
negara. Banyak HAM yang dimiliki oleh negara untuk semua orang di 
dalam wilayah mereka , sementara hak asasi manusia tertentu yang 
dimiliki oleh negara untuk sekelompok orang tertentu misalnya , hak untuk 
memilih dalam pemilu hanya diberikan kepada warga negara. Tanggung 
jawab negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah pro-aktif 
untuk memastikan bahwa HAM dilindungi dengan memberikan pemulihan 
                                                          
33 https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Hak_Asasi_Manusia_Perserikatan_Bangsa-Bangsa  
34 http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/item/123-tanggung-jawab-negara-
dalam-memberikan-perlindungan-terhadap-hak-hak-korban-pelanggaran-ham-berat-di-indonesia 
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yang efektif bagi orang-orang yang hak-haknya dilanggar , serta langkah-
langkah terhadap pelanggaran hak orang-orang dalam wilayahnya. Di 
bawah naungan hukum internasional, pemenuhan hak tertentu dapat 
dibatasi oleh keadaan tertentu. Sebagai contoh , jika seorang individu 
divonis bersalah karena kejahatan dan diadili di pengadilan secara adil, 
negara dapat secara sah membatasi kebebasan individu tersebut dengan 
dimasukkan ke penjara. Pembatasan hak-hak sipil dan politik hanya 
mungkin dikenakan jika pembatasan tersebut ditentukan oleh hukum 
tetapi hanya untuk tujuan menjamin pengakuan terhadap hak-hak orang 
lain dan untuk memenuhi persyaratan moralitas, ketertiban umum dan 
kesejahteraan umum dalam suatu demokrasi masyarakat. Hak ekonomi , 
sosial dan budaya mungkin dibatasi oleh hukum, tetapi hanya sejauh 
pembatasan itu sesuai dengan sifat dari hak dan semata-mata untuk 
memajukan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.35 
B. Diskriminasi 
1. Pengertian Diskriminasi 
Berbagai instrumen HAM PBB mendefinisikan arti dan isi dari 
prinsip-prinsip diskriminasi dan kesetaraan. Piagam PBB melarang 
diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada tahun 1948 
menambahkan daftar untuk menyertakan warna kulit, politik atau 
pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan, status sosial dan status lainnya. 
                                                          
35 Human rights a basic handbook for UN staff, Op. Cit. Hal. 5 
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Non-diskriminasi juga terdapat pada instrument HAM regional, termasuk 
Konvensi Eropa, Piagam sosial Eropa dan Deklarasi mengenai 
intoleransi.36   
Istilah “diskriminasi” diartikan sebagai segala bentuk pembedaan, 
pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna 
kulit, keturunan atau kebangsaan atau sukubangsa, yang mempunyai 
maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian 
atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau 
bidang kehidupan masyarakat yang lain.37 
Pada efeknya diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan 
perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Diskriminasi 
dapat dibagi menjadi 2 yaitu diskriminasi secara langsung dan diskriminasi 
secara tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang, 
baik langsung atau tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (less 
favourable) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika 
dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk 
diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. 
Hukum HAM internasional telah memperluas alasan diskriminasi. 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan 
diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
                                                          
36 Larry Willmore, Discrimination, Report on the World social situation 1997, Chapter VIII, New 
York, 3-4 May 2001. Hal. 1 
37 Pasal 1 Ayat 1 Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 
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pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, 
kepemilikan akan suatu benda (property), kelahiran atau status lainnya. 
Semua hal itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak 
pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di 
dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.38 
Mendiskriminasikan seseorang adalah untuk menghilangkan hak 
seseorang dalam menikmati hak dan kebebasan politik, sipil, ekonomi, 
sosial, dan budaya. Diskriminasi bertentangan dengan prinsip dasar hak 
asasi manusia bahwa semua orang adalah sama dalam hal martabat dan 
hak-hak dasar yang sama. Prinsip ini sering disebutkan dalam dokumen 
hak asasi manusia, seperti di DUHAM Pasal 2 , CRC Pasal 2 , ECHR 
Pasal 14 dan Pasal 1 Protokol No. 12. Kebanyakan konstitusi nasional 
juga mencakup ketentuan-ketentuan menentang diskriminasi. Meskipun 
tidak ada satupun definisi tetap mengenai diskriminasi dalam hukum hak 
asasi manusia, definisi diskriminasi dalam perjanjian hak asasi manusia 
seperti UDHR, CRC, ECHR, ICERD dan CEDAW semuanya mengandung 
elemen umum tertentu yaitu :   
A. Ada beberapa penyebab diskriminasi berdasarkan dari berbagai 
faktor, misalnya pasal 2 dari CRC disebutkan secara spesifik 
bahwa penyebab diskriminasi adalah ras anak, orang tua atau 
wali, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau 
pendapat lain, kewarganegaraan, etnis atau daerah asal, harta, 
disabilitas, kelahiran atau status lainnya. Status lain yang dapat 
memungkinkan sebagai penyebab terjadinya diskriminasi seperti 
strata sosial, pekerjaan dan orientasi seksual   
                                                          
38Philip Alston & Franz Magnis-Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII :  Yogyakarta. 
Hal. 40 
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B. Ada tindakan yang memenuhi syarat sebagai diskriminasi. Hal itu 
dapat berupa penolakan, pembatasan dan pengecualian 
seseorang atau sekelompok orang. Ruang lingkupnya mencakup 
mulai dari pelanggaran hak asasi manusia yang paling kejam 
seperti genosida, perbudakan, pembersihan etnis atau 
penganiayaan karena agama. Bentuk diskriminasi secara halus 
dan  paling sering terjadi seperti perekrutan dan promosi untuk 
pekerjaan, kehidupan bertetangga dan pelecehan secara verbal  
C. Ada konsekuensi yang biasanya dapat mencegah untuk 
menikmati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental 
mereka. Diskriminasi juga berdampak pada masyarakat secara 
keseluruhan, memperkuat prasangka dan sikap rasisme39 
 
2. Konvensi yang mengatur tentang Diskriminasi 
Setidaknya terdapat 10 instrumen pokok internasional yang 
diadopsi PBB berkaitan dengan pencegahan diskriminasi yakni  : 
A. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua 
Bentuk Diskriminasi Rasial 
Konvensi Internasional tentang penghapusan semua bentuk 
diskriminasi rasial (International Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination) atau yang biasa disingkat ICERD 
adalah konvensi PBB, instrumen generasi ketiga Hak Asasi Manusia. 
Konvensi ini berkomitmen kepada anggotanya untuk menghapuskan 
segala bentuk diskriminasi rasial dan mengajarkan pemahaman 
terhadap semua ras. Konvensi ini juga melarang anggotanya 
melakukan hate speech 40  dan mengamankan keanggotaan dalam 
                                                          
39 Nancy Flowers, 2007, Compasito, manual on human rights education for children, Directorate 
of Youth and Sport of the Council of Europe : Hungary. Hlm. 224 
40 Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk 
provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai 
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organisasi yang bersifat rasisme. Konvensi ini juga mencakup 
mekanisme pengaduan individual sehingga secara efektif diberlakukan 
terhadap anggotanya. Hal ini telah menyebabkan pengembangan 
yurisprudensi terbatas pada interpretasi dan pelaksanaan konvensi. 
Konvensi ini diadopsi dan dibuka untuk ditandatangani oleh majelis 
umum PBB pada tanggal 21 Desember 1985 di New York, Amerika 
Serikat dan mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 1969. Hingga 
Oktober 2015, konvensi ini telah memiliki 177 anggota dan 88 pihak 
penandatanganan. Konvensi ini dipantau oleh komite penghapusan 
diskriminasi rasial (Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination) atau CERD.41 
B. Deklarasi tentang Ras dan Prasangka Rasial 
UNESCO menerbitkan pernyataan tentang rasisme pada tahun 
1978 yaitu, deklarasi tentang ras dan prasangka rasial yang 
menyatakan bahwa semua bangsa di dunia ini memiliki kesempatan 
yang sama untuk mencapai tingkatan tertinggi dalam perkembangan 
intelektual, teknis, sosial, ekonomi, budaya dan pembangunan politik 
dan perbedaan antara pencapaian dari seluruh masyarakat 
sepenuhnya berbeda karena disebabkan oleh faktor geografis, 
sejarah, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini juga menerapkan 
                                                                                                                                                               
aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, 
dan lain-lain 
41https://en.wikipedia.org/wiki/International_Convention_on_the_Elimination_of_All_Forms_of_
Racial_Discrimination 
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sejumlah kebijakan untuk memerangi rasisme dan ketidaksetaraan. 
Deklarasi Ini juga menyatakan bahwa kelompok penduduk yang 
berasal dari luar negeri khususnya pekerja migran dan keluarga 
mereka yang berkontribusi pada perkembangan Negara yang mereka 
tinggali, harus mendapatkan keuntungan dari tindakan mereka berupa 
keamanan dan menghormati martabat mereka dan untuk memfasilitasi 
adaptasi mereka di Negara yang mereka tinggali dan untuk kemajuan 
mereka dengan maksud untuk reintegrasi mereka di Negara asal 
mereka dan kontribusi mereka untuk perkembangannya.42 
C. Konvensi menentang Diskriminasi dalam pendidikan 
Konvensi menentang diskriminasi dalam pendidikan adalah 
perjanjian multilateral43 yang diadopsi oleh UNESCO pada tanggal 14 
Desember 1960 di Paris, Prancis yang bertujuan untuk memerangi 
segregasi44 di bidang pendidikan. Konvensi ini juga memastikan untuk 
kebebasan memilih pendidikan agama dan sekolah swasta, hak untuk 
menggunakan atau mengajarkan bahasa mereka sendiri untuk 
minoritas nasional. Konvensi ini mulai berlaku pada tahun 1962. Ada 
protokol tambahan yang dilembagai Conciliation and Good Office 
Commisssion, diadopsi pada tahun 1962 dan mulai berlaku pada tahun 
                                                          
42 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Race_Question 
43 Hubungan kerjasama antara suatu Negara dengan banyak Negara 
44 pemisahan kelompok ras atau etnis secara paksa. Segregasi merupakan bentuk pelembagaan 
diskriminasi yang diterapkan dalam struktur sosial 
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1968. Pada Juli 2016, Konvensi ini memiliki 102 negara anggota dan 
memiliki 35 protokol.45 
D. Konvensi ILO No. 111 mengenai Diskriminasi dalam 
pekerjaan dan jabatan 
 
Konvensi ILO No. 111 mengenai diskriminasi dalam pekerjaan 
dan jabatan adalah konvensi ILO tentang anti-diskriminasi. Ini adalah 
satu dari delapan konvensi dasar ILO. Konvensi ini mewajibkan 
Negara yang memiliki undang-undang untuk melarang semua 
diskriminasi dan pengucilan atas dasar apapun termasuk rasa tau 
warna, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal kebangsaan dalam 
pekerjaan.46 
E. Deklarasi tentang penghapusan semua bentuk intoleransi 
dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan 
Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan pikiran, hati 
nurani atau agama. Dalam hak ini termasuk kebebasan Untuk 
mempunyai suatu agama atau kepercayaan apapun yang dipilihnya, 
dan kebebasan menyatakan agama atau kepercayaan dengan 
mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menaatinya, baik 
sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, didepan umum maupun 
sendiri. Oleh karena itu tidak seorangpun boleh menjadi sasaran 
pemaksaan yang akan menghalangi kebebasannya untuk mempunyai 
agama atau kepercayaan yang dipilihnya. Namun kebebasan untuk 
menyatakan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi 
                                                          
45 https://en.wikipedia.org/wiki/Convention_against_Discrimination_in_Education 
46 https://en.wikipedia.org/wiki/Discrimination_(Employment_and_Occupation)_Convention 
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sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan keperluan untuk melindungi 
keamanan umum, ketertiban, kesehatan atau moral atay hak dan 
kebebasan dasar orang. Semua hal ini diatur secara tegas dalam 
Deklarasi tentang penghapusan semua bentuk intoleransi dan 
diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan tahun 1981.47 
F. Durban International Conference 2009 
Durban Review Conference adalah nama resmi dari 2009 
United Nations World Conference Against Racism (WCAR), juga 
dikenal sebagai Durban II. Konferensi ini berlangsung dari Senin 20 
April sampai Jumat 24 April 2009, dan berlangsung di Kantor PBB di 
Jenewa, Swiss. Konferensi ini dilaksanakan dibawah mandat resolusi 
Majelis Umum PBB 61/149 dengan mandat untuk meninjau 
pelaksanaan Deklarasi Durban dan Program Aksi dari Konferensi 2001 
Dunia melawan Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia and 
intoleransi sejenisnya yang berlangsung di Durban, Afrika Selatan.  
konferensi ini diboikot oleh Australia, Kanada, Jerman, Israel, Italia, 
Belanda, Selandia Baru, Polandia, dan Amerika Serikat. Republik Ceko 
tidak melanjutkan kehadirannya pada hari pertama, dan dua puluh tiga 
negara Uni Eropa lainnya mengirim delegasi tingkat rendah. Negara-
negara Barat telah menyatakan keprihatinan bahwa konferensi akan 
                                                          
47 http://referensi.elsam.or.id/2014/11/deklarasi-tentang-penghapusan-semua-bentuk-
intoleransi-dan-diskriminasi-berdasarkan-agama-atau-kepercayaan-1981/ 
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digunakan untuk mempromosikan anti-Semitism48 dan hukum terhadap 
penghujatan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan 
berbicara, dan bahwa konferensi tidak akan berurusan dengan 
diskriminasi terhadap kaum homoseksual.49 negara-negara Eropa juga 
mengkritik pertemuan untuk berfokus pada Negara Barat dan 
mengabaikan masalah rasisme dan intoleransi di negara berkembang. 
Durban III, konferensi tindak lanjut yang berlangsung pada 22 
September 2011 di New York, Amerika Serikat diboikot oleh sepuluh 
negara yang sama, termasuk Republik Ceko, bersama dengan Austria, 
Bulgaria, Prancis dan Inggris.50 
G. Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia  
Ketentuan Internasional tentang hak asasi manusia atau 
International Bill of Human Rights adalah adalah nama yang diberikan 
untuk resolusi Majelis Umum PBB 217 A (III) dan dua perjanjian 
internasional yang dibuat oleh PBB. Terdiri dari Deklarasi Universal 
Hak Asasi Manusia (diadopsi pada tahun 1948), Kovenan Internasional 
tentang Hak Sipil dan Politik (1966) dengan dua Protokol Opsional dan 
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
(1966). Kedua perjanjian mulai berlaku pada tahun 1976, setelah 
                                                          
48 suatu sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam bentuk-bentuk 
penganiayaan/penyiksaan terhadap agama, etnik, maupun kelompok ras, mulai dari kebencian 
terhadap individu hingga lembaga 
49Rasa ketertarikan romantic dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau 
gender yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada “pola 
berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih saying, atau ketertarikan romantis” 
terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin yang sama 
50 https://en.wikipedia.org/wiki/Durban_Review_Conference 
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cukup banyak negara telah meratifikasinya. Pada tahun 1948, majelis 
umum merencanakan untuk menyertakan UDHR, Satu kovenan dan 
langkah-langkah implementasi ke dalam ketentuan tersebut. Komite 
drafting memutuskan untuk menyiapkan dua dokumen. Satu dalam 
bentuk deklarasi, yang akan mengatur prinsip-prinsip atau standar hak 
asasi manusia, kemudian yang satu lagi dalam bentuk konvensi, yang 
akan menentukan hak-hak khusus dan keterbatasan mereka. Dengan 
demikian, komite dikirim ke komisi hak asasi manusia beserta 
rancangan artikel dari sebuah deklarasi internasional dan konvensi 
internasional tentang hak asasi manusia. Pada sesi kedua yaitu pada 
bulan Desember 1947 komisi memutuskan untuk menerapkan istilah 
“International Bill of Human Rights” dengan serangkaian dokumen 
dalam persiapan pembentukan tiga kelompok kerja. Satu berupa 
deklarasi, satu berupa konvensi (yang kemudian berganti nama 
menjadi kovenan) dan satu lagi berupa implementasi. Komisi merevisi 
rancangan deklarasi di sesi ketiga yaitu pada bulan Mei-Juni 1948 
dengan pertimbangan komentar yang diterima dari pemerintah. Karena 
keterbatasan waktu mereka hanya mempertimbangkan kovenan atau 
pertanyaan mengenai implementasi. Oleh karena itu, deklarasi 
disampaikan melalui majelis umum dewan ekonomi dan sosial PBB 
yang pertemuannya diadakan di Paris, Prancis. Kemudian draft 
kovenan dibagi menjadi dua yaitu Kovenan Sosial Politik dan Kovenan 
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Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diputuskan oleh Majelis Umum 
pada tahun 1952.51 
H. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang biasa disingkat 
DUHAM (Universal Declaration of Human Rights) adalah deklarasi 
yang diadopsi oleh majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember 
1948 di Palais de Chaillot, Paris, Prancis. Deklarasi ini muncul 
langsung dari pengalaman perang dunia kedua dan mewakili ekspresi 
global pertama dari apa yang banyak orang percaya untuk menjadi 
haknya yang semua manusia berhak mendapatkan hak inherennya. 
Deklarasi ini terdiri dari tiga puluh artikel yang telah diuraikan ke dalam 
perjanjian internasional, instrument hak asasi manusia regional, 
konstitusi nasional dan hukum lainnya. Ketentuan Internasional 
tentang hak asasi manusia terdiri dari deklarasi universal hak asasi 
manusia, kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan 
budaya, dan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik  dan 
dua protokol opsional. Pada tahun 1966, majelis umum mengadopsi 
dua perjanjian rinci yang melengkapi ketentuan internasional tentang 
hak asasi manusia. Pada tahun 1976 setelah perjanjian telah 
diratifikasi oleh sejumlah Negara, ketentuan tersebut telah menjadi 
hukum internasional yang harus ditaati oleh semua.52 
                                                          
51 https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bill_of_Human_Rights 
52 https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights 
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I. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 
Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik atau 
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) adalah 
perjanjian multilateral yang diadopsi oleh majelis umum PBB pada 16 
Desember 1966, dan berlaku dari tanggal 23 Maret 1976. Kovenan ini 
mewajibkan Negara peserta untuk menghormati hak-hak sipil dan 
politik setiap individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan 
beragama, kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, hak pemilu, 
dan hak untuk proses hukum dan pengadilan yang adil. Pada April 
2014, Kovenan ini memiliki 74 pihak penandatanganan dan 168 
anggota. ICCPR merupakan bagian dari International Bill of Human 
Rights bersama dengan kovenan internasional tentang hak-hak 
ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR) dan deklarasi universal hak 
asasi manusia. ICCPR dipantau oleh komite hak asasi manusia PBB 
(bagian yang terpisah dengan dewan hak asasi manusia PBB) yang 
meninjau laporan rutin dari Negara-negara pihak bagaimana mereka 
menjalankan hak-haknya. Negara harus melaporkan setidaknya 
setahun setelah aksesi pada kovenan dan setiap kali dari permintaan 
komite, biasanya setiap empat tahun. Komite biasanya mengadakan 
pertemuan di Jenewa, Swiss dan biasanya memegang tiga sesi per 
tahun.53  
 
                                                          
53 https://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights 
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J. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya 
Kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budya 
atau International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(ICESCR) adalah perjanjian multilateral yang diadopsi oleh majelis 
umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan berlaku mulai 3 
Januari 1976. Kovenan ini mewajibkan untuk para pihak peserta untuk 
berfokus ke arah pemberian hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 
kepada Negara merdeka, Negara perwalian dan individu, termasuk hak 
atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas standar hidup yang 
layak. Pada 2015, kovenan telah memiliki 164 pihak anggota. Enam 
Negara termasuk Amerika Serikat telah menandatangani namun belum 
meratifikasi kovenan. ICESCR merupakan bagian dari International Bill 
of Human Rights, bersama dengan Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 
(ICCPR), termasuk dua protokol opsional yang terakhir. Kovenan ini  
dipantau oleh Komite PBB di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya54. 
Pengadopsian instrumen yang memuat jaminan perlindungan hak dan 
kebebasan beragama, sekaligus penghapusan semua bentuk intoleransi 
dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan menghadapi 
rintangan dan perdebatan kontroversial. Tentangan terutama datang dari 
perwakilan Negara-negara Blok Komunis dan Negara-negara ke-3 yang 
                                                          
54https://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Economic,_Social_and_Cultural_Rig
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menilai ketiadaan urgensi untuk penyusunan instrumen dalam bidang ini. 
Muncul juga diskursus tentang atheisme55, serta peran Negara atau hak 
individual dalam beragama atau memeluk kepercayaan.56 
3. Diskriminasi Agama 
Salah satu problem besar dalam tata relasi sehat kehidupan antar 
umat beragama adalah subjektivitas keagamaan, yaitu suatu perasaan 
bahwa agamanyalah yangh benar dan yang lain salah. Semua pemeluk 
agama memiliki keyakinan bahwa imannyalah yang bias menyelamatkan. 
Hanya agamanya yang akan memberikan keselamatan (salvation) dan 
kebahagiaan di akhirat. Tentu, perasaan ini dapat dimaklumi karena 
dengan begitulah pemeluk agama meyakini dan mau menjalankan 
ketentuan-ketentuan ibadah dan ajaran agamanya. Yang perlu 
dicemaskan adalah bila perasaan ini mengganggu relasi dan hubungan 
antarumat beragama. Sebab, sebagaimana terekam dalam sejarah, akibat 
subjektivitas ini dan ditambah oleh hal-hal yang bersifat vested interest 
seperti kekayaan, kedudukan, politik, terjadilah konflik bahkan 
peperangan. Akibatnya, korban harta, kehormatan, jiwa pun tak dapat 
terelakkan. Oleh karena itu Tuhan begitu sempurna dan mahakarya, tidak 
butuh untuk dipuja dan disembah manusia. Manusialah yang 
                                                          
55 Sebuah pandangan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan dewa-dewi ataupun 
penolakan terhadap teisme. Dalam pengertian yang paling luas, ia adalah ketiadaan kepercayaan 
pada keberadaan dewa atau Tuhan 
56 Adnan Buyung Nasution & A Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, 
Buku Obor : Jakarta. Hal 35-36 
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membutuhkan Tuhan dan merasakan manfaat ibadah dan ritual 
keagamaan. 57 
Kebebasan beragama secara resmi dihormati di seluruh Negara, 
namun diskriminasi berdasarkan agama adalah hal yang lazim, seiring 
keterkaitannya dengan isu rasisme dan Xenophobia58. Eropa di masa lalu 
mengalami konflik diskriminasi antara protestan dan Kristen katolik, Roma 
dan Katolik ortodoks timur, sekarang perbedaan antara umat kristiani 
menjadi kurang penting. Keragaman agama yang berkembang ini sering 
diabaikan seperti Ulasan jutaan orang Eropa yang tidak beragana serta 
Ulasan mereka yang bukan Kristen. Perhatian khusus muncul ketika 
Islamophobia, diskriminasi, ketakutan dan kebencian terhadap islam, yang 
merupakan agama yang paling luas dan agama mayoritas di beberapa 
Negara di wilayah Balkan dan Kaukasus. Permusuhan terhadap islam 
muncul menyusul serangan teroris di Amerika Serikat, Spanyol dan Inggris 
dan yang terbaru di Prancis dalam beberapa tahun terakhir telah 
menumbuhkan prasangka buruk terhadap sebagian masyarakat. 
Beberapa ekspresi publik yang paling umum adalah kurangnya 
pengakuan resmi sebagai agama, penolakan izin untuk membangun 
masjid, kurangnya fasilitas untuk kelompok atau komunitas muslim dan 
pembatasan terhadap perempuan dalam mengenakan hijab. Salah satu 
                                                          
57 Mohammad Monib & Islah Bahrawi, 2011, Islam dan hak asasi manusia dalam pandangan 
Nurcholish Madjid, Gramedia : Jakarta. Hlm. 186-187 
58 ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang-orang dari negara lain, atau yang dianggap 
asing. Beberapa definisi menyatakan xenofobia terbentuk dari keirasionalan dan 
ketidakmasukakalan. 
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prasangka terhadap islam adalah tidak adanya demokrasi dan 
pelanggaran hak asasi manusia di Negara mayoritas muslim dikutip 
sebagai bukti bahwa agama hanyalah salah satu faktor yang berkontribusi 
terhadap pemerintah yang tidak demokratis. Banyak juga prasangka 
merupakan hasil dari ketidaktahuan tentang islam, yang banyak orang 
mengaitkannya dengan terorisme, ekstrimisme, dan politik dari Negara-
negara tertentu. Bahkan islam, seperti kebanyakan agama mengajarkan 
toleransi, solidaritas dan cinta terhadap seluruh manusia.59 
Sebagian besar agama dan keyakinan yang dijiwai dengan rasa 
kesatuan umat manusia. Sejarah mungkin mencatat lebih banyak contoh 
dari kekejaman manusia kepada manusia daripada contoh kehidupan 
bertetangga yang baik. Tak jarang ketakutan dan kekejaman telah 
dilakukan atas nama agama atau keyakinan. Dalam periode tertentu 
dalam sejarah agama telah menampilkan intoleransi secara ekstrim, 
dibatasi atau bahkan telah menolak kebebasan manusia, pembatasan 
kebebasan berfikir dan menghambat perkembangan seni dan 
budaya.Dalam periode lainnya, pendukung ajaran filosofis telah 
menampilkan intoleransi yang sama terhadap semua agama, namun 
harus ditekankan bahwa manifestasi seperti intoleransi agama atau 
keyakinan merupakan hasil dari tradisi, praktik dan interpretasi yang 
dibangun di sekitar mereka. Seiring para pengikut agama menganggap itu 
menjadi satu-satunya kebenaran dan karena merasa bahwa tugas mereka 
                                                          
59 Nancy Flowers, op-cit, Hlm. 227 
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adalah untuk memerangi agama atau keyakinan lain. Sementara, tentu 
saja tidak mungkin untuk disebutkan di sini semua orang yang, selama 
berabad-abad, telah mengangkat suara mereka dalam mendukung 
toleransi dan kebebasan beragama. Beberapa contoh akan berfungsi 
untuk menunjukkan bahwa mereka diambil dari berbagai agama yang 
berbeda.60 
Bahkan sebelum konsep kebebasan berfikir, berkeyakinan dan 
beragama diakui dalam hukum nasional, praktiknya berkembang membuat 
ketentuan perjanjian memastikan hak-hak tertentu kepada individu atau 
kelompok yang berbeda atau minoritas.61 
C. Islamophobia 
1. Pengertian Islamophobia 
Islamophobia terdiri dari 2 kata yaitu Islam yang berarti agama yg 
diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. berpedoman pada kitab suci 
Alquran yg diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.62 Sedangkan 
Phobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau 
keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. 63 
Dapat disimpulkan bahwa Islamophobia berarti tindakan ketakutan atau 
permusuhan terhadap pengikut ajaran Islam. Ketakutan yang tidak 
dibenarkan ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap diskriminasi 
                                                          
60 Arcot Krishnaswami, Study of Discrimination In the Matter of Religious Right and Practices, 
United Nations, New York, 1960, hlm 1 
61 Ibid, hlm 11 
62 http://kamusbahasaindonesia.org/Islam/mirip 
63 http://kbbi.web.id/fobia 
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umat Islam di seluruh dunia. Ini adalah awal mula untuk pengasingan 
muslim di ranah politik dan bergabung dalam berkehidupan sosial di 
masyarakat. Kejahatan kebencian juga merupakan karakteristik umum 
dari kondisi ini. 
Banyak kejahatan yang berhubungan dengan Islamophobia yang 
lazim bahkan ditoleransi dari Amerika Serikat yang modern. Hal ini 
bertentangan dengan kemajuan yang dirasakan terhadap diskriminasi 
manusia yang dibuat oleh bangsa di masa lalu. Amerika Serikat telah 
melancarkan perang melawan diskriminasi rasial serta diskriminasi 
terhadap ke percayaan, namun demikian itu bertolak belakang dalam 
memberantas efek Islamophobia dari Amerika Serikat.64 
2. Sejarah Islamophobia 
Istilah Islamophobia muncul karena ada fenomena baru yang 
membutuhkan penamaan. Prasangka anti muslim berkembang begitu 
cepat pada beberapa tahun terakhir ini sehingga membutuhkan kosa kata 
baru untuk mengidentifikasikan. Penggunaan istilah baru yaitu 
Islamophobia tidak akan menimbulkan konflik namun dipercaya akan lebih 
memainkan peranan dalam usaha untuk mengoreksi persepsi dan 
membangun hubungan yang lebih baik.65 
                                                          
64 Dalal Alshammari, Islamophobia, International journal of humanities and social science, Vol. 3 
No. 15, August 2013 
65 Imam Mustofa, Menghalau Islamophobia, Buletin Al-Rasikh UII, 2012 
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Sekelompok ahli hubungan antar ras atau suku bangsa di Inggris 
mulai membentuk sebuah komisi khusus dan mempelajari serta 
menganalisis Islamophobia mulai tahun 1995. Komisi yang meneliti 
tentang muslim di Inggris dan Islamophobia melaporkan bahwa Islam 
dipersepsikan sebagai sebuah ancaman, baik di dunia maupun secara 
khusus di Inggris. Islam disebut sebagai pengganti kekuatan Nazi maupun 
komunis yang mengandung gambaran tentang invasi dan infiltrasi. Hal ini 
mengacu pada ketakutan dan kebencian terhadap Islam dan berlanjut 
pada ketakutan serta rasa tidak suka kepada sebagian besar orang-orang 
Islam. Kebencian dan rasa tidak suka ini berlangsung di beberapa negara 
barat dan sebagian budaya di beberapa negara. Dua puluh tahun terakhir 
ini rasa tidak suka tersebut makin ditampakkan, lebih ekstrim dan lebih 
berbahaya.66 
Islamophobia ini bukan masalah baru dalam hubungan Islam dan 
Barat-Kristen. Berabad-abad sejak terjadinya Perang Salib, Islamophobia 
sudah mulai muncul dan terkonstruk dalam pikiran dan budaya Barat. 
Persaingan ideologi, politik dan peradaban antara Islam dan Kristen terjadi 
sejak persinggungan antara keduanya, sekitar abad XI. 
Terkait sejarah hubungan Islam-Barat, banyak peristiwa sejarah 
yang masih menjadi memori kelabu dalam memori kolektif Barat. Memori 
ini tampak terbuka setelah isu terorisme yang secara terang-terangan 
memojokkan posisi umat Islam. Isu terorisme dijadikan momentum untuk 
                                                          
66 Islamophobia dan strategi mengatasinya,  Buletin Psikologi, Tahun XII, No. 2, Desember 2004 
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melakukan black campaign terhadap Islam. Dengan bantuan media 
massa dan media elektronik, kalangan Barat melakukan propaganda 
untuk mendeskriditkan Islam. Islam digambarkan agama yang beringas, 
haus darah, membenci kemajuan pihak lain, agama anti-HAM, agama 
teroris dan setigma negatif lainnya. 
Hubungan antagonis Islam dan Barat bahkan konfrontatif 
setidaknya disebabkan tiga faktor utama, yaitu faktor ketidaktahuan, faktor 
historis dan faktor media massa. Islam dan Barat hidup dalam kecurigaan 
karena antara satu dengan yang lain belum memahami secara 
komprehensif tentang epistemologi dan ajaran masing-masing. Dari 
perspektif historis, rekam sejarah kolonialisme Islam terhadap sebagian 
wilayah Kristen atau sebagian Eropa serta sejarah kolonialisme Barat-
Eropa terhadap Negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim telah 
memicu konfrontasi Islam dan Barat.67 
3. Pengertian Terorisme 
Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan 
membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. 
Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara 
peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target 
korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Istilah 
teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para 
pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau 
                                                          
67 Imam Mustofa, Op-Cit 
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tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme 
juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan 
tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu 
para pelakunya (teroris) layak mendapatkan pembalasan yang kejam. 
Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan 
"terorisme", para teroris umumnya menyebut diri mereka 
sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, 
mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam pembenaran dimata terrorisme : 
"Makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan 
terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam 
perang". Padahal Terorisme sendiri sering tampak dengan 
mengatasnamakan agama.68 
Definisi umum dari terorisme adalah tindakan yang dilakukan 
secara sistematis atau secara mengancam dengan menggunakan 
kekerasan untuk mengintimidasi penduduk atau pemerintah dengan 
alasan perubahan politik, agama dan ideologi. Jauh sebelum 
maraknya aksi terorisme yang dilakukan oleh ISIS, ada sebuah 
kelompok yang bernama Al-Qaeda. Al-Qaeda adalah organisasi 
militant multi-nasional islam sunni69 yang didirikan pada tahun 1988 
oleh Osama Bin Laden, Abdullah Azzam, dan beberapa relawan 
Arab lainnya yang berperang melawan invasi Soviet dari Afghanistan 
                                                          
68 https://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme#Pengertian_Terorisme 
69 Denominasi islam yang menyatakan bahwa khalifah pertama adalah Abu Bakar 
43 
 
pada tahun 1980-an. Mereka beroperasi sebagai jaringan yang 
terdiri dari extrimis-islam, jihad dan salafi70. Mereka telah ditetapkan 
sebagai kelompok teroris oleh Dewan Keamanan PBB, NATO, Uni 
Eropa, Amerika Serikat, Rusia, India dan beberapa Negara-negara 
lainnya. Al-Qaeda telah melancarkan serangan terhadap sasaran 
orang sipil dan militer di berbagai Negara, termasuk pengeboman 
kedutaan AS pada tahun 1998, Serangan 11 September dan 
pengeboman Bali pada tahun 2002. Pemerintah Amerika Serikat 
menanggapi serangan 11 September dengan meluncurkan 
pernyataan “perang melawan teror”.71 
Sejauh yang kita amati, terorisme diartikulasikan dalam tiga bentuk. 
Pertama, terorisme yang bersifat personal. Aksi-aksi terorisme dilakukan 
perorangan. Biasanya, dalam pengeboman bus merupakan sebuah aksi 
personal. Pengeboman mal-mal dan pusat perbelanjaan juga dapat 
dikategorikan sebagai terorisme yang dilakukan secara personal. Kedua, 
terorisme yang bersifat kolektif. Para teroris melakukannya secara 
terencana. Biasanya, terorisme semacam ini dilembagakan dalam sebuah 
jaringan yang rapi. Yang sering disebut-sebut sebagai terorisme dalam 
kategori ini adalah Jaringan al-Qaeda. Sasaran terorisme dalam kategori 
ini adalah simbol-simbol kekuasaan dan pusat-pusat perekonomian. 
                                                          
70gerakan dalam Islam Sunni yang muncul pada paruh kedua abad ke-19, yang menganjurkan 
kembali ke tradisi " nenek moyang yang saleh " ( salaf )  
 
71 https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Qaeda 
44 
 
Ketiga, terorisme yang dilakukan  negara. Istilah ini tergolong baru, yang 
biasa disebut dengan “terorisme oleh negara” (state terrorism). 
Penggagasnya adalah Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad. 
Menurutnya, terorisme yang dikerahkan negara, tidak kalah dahsyatnya 
dari terorisme personal maupun kolektif. Kalau kedua bentuk terdahulu 
dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, terorisme yang dilakukan 
sebuah negara dapat dilihat secara kasat mata. Terorisme sebagai 
gerakan yang membawa ambisi kebenaran, menggunakan pelbagai 
kendaraan. Ada yang menggunakan kendaraan agama, politik dan 
ekonomi. Apapun kendaraannya, terorisme menampilkan wataknya yang 
serba hegemonik, anarkis, dan radikal. Inilah kesan yang bisa ditangkap 
mengenai terorisme. Hampir seluruh gambarannya buruk dan tidak 
manusiawi.72 
4. Terorisme sebagai dampak Islamophobia 
Munculnya gejala Islamophobia adalah munculnya aksi-aksi 
terorisme yang mengatasnamakan islam. Para terorisme tersebut 
melakukan aksi teror sebagai aksi mereka dalam berjihad73, padahal 
                                                          
72 Zuhairi Misrawi, “Islam dan Terorisme”, Kolom Democracy Project, Desember 2011, Yayasan 
Abad Demokrasi. Hlm. 5-6 
73 Menurut syariat islam adalah berjuang dengan sungguh-sungguh.  Jihad dilaksanakan untuk 
menjalankan misi utama manusia yaitu menegakkan Din (atau bisa diartikan sebagai 
agama) Allah atau menjaga Din tetap tegak, dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan 
para Rasul dan Al-Quran. Jihad yang dilaksanakan Rasul adalah berdakwah agar manusia 
meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada aturan Allah, menyucikan qalbu, memberikan 
pengajaran kepada ummat dan mendidik manusia agar sesuai dengan tujuan penciptaan mereka 
yaitu menjadi khalifah Allah di bumi dengan damai dan saling mengasihi. Namun dalam berjihad, 
Islam melarang pemaksaan dan kekerasan, termasuk membunuh warga sipil yang tidak ikut 
berperang, seperti wanita, anak-anak, hingga manula. 
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jihad hanya boleh dilakukan untuk melindungi diri. Jihad hanya boleh 
dilakukan ketika ada sekelompok orang yang memulai pertikaian, 
jika para umat muslim yang memulai duluan jelas dilarang dalam 
agama islam. 
Kebangkitan Islamophobia telah terhubung  ke politik internasional 
dan khusus untuk meningkatkan ketakutan akan terorisme yang telah 
dikaitkan dengan agama Islam. Politik dan reaksi media kepada mereka 
telah menciptakan hubungan di dalam pemikiran public antara muslim dan 
terorisme dan telah membuat banyak orang takut kepada komunitas 
muslim. 
Keadaan ini diperparah dengan pemberitaan yang dibawakan oleh 
media-media, baik melalui media cetak maupun elektronik. Maksud dari 
penulis yang menyebutkan media sebagai salah satu faktor yang 
menimbulkan terjadinya islamophobia adalah pemberitaan yang setiap kali 
terjadi peristiwa pengeboman terjadi, maka media massa secara langsung 
memberikan headline di beritanya sebagai aksi terorisme, mereka 
menganggap bahwa kata terorisme merupakan suatu keharusan untuk 
menyebutkan aksi-aksi pengeboman yang terjadi. Stigma74 teroris sudah 
melekat pada atribut-atribut tertentu yang berhubungan dengan sebuah 
agama. Hal tersebut juga menjadikan keluarga dan keturunan mereka 
mempunyai stigma yang sama di tengah masyarakat. Konsekuensi dari 
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stigma tersebut ternyata berantai. Keluarga yang salah satu anggotanya 
menjadi teroris mendapatkan perlakuan tidak semestinya di masyarakat. 
Wacana terorisme yang dikembangkan media mengarah pada 
stigmatisasi pemberitaan.75 
Bagi para teroris, media memiliki posisi penting dalam usaha 
mengkampanyekan isu-isu yang mereka perjuangkan. Brian McNair 
memaparkan bahwa teror adalah sebuah bentuk komunikasi politik, yang 
dilakukan di luar prosedur konstitusional. Para teroris mencari publisitas 
untuk membawa tujuan psikologis mereka ke benak khalayak. Mereka 
menggunakan kekerasan untuk menghasilan berbagai efek psikologis 
seperti demoralisasi musuh, mendemosntrasikan kekuatan gerakan 
mereka, mendapatkan simpati publik dan menciptakan ketakutan dan 
chaos. Untuk mencapai tujuan ini, para teroris harus mempublikasikan 
aksi mereka. Kata teror dan teroris sendiri sebenarnya bisa berartikulasi 
dalam berbagai konteks. Noam Chomsky misalnya, merujuk pada 
terorisme Negara (state terrorism) untuk melabeli berbagai aksi kekerasan 
yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam berbagai aksi 
inetrenasionalnya, seperti yang terjadi di Vietnam, Irak, dan Afganistan. 
Namun bagi pemerintah Amerika Serikat, yang layak diberi label teroris 
adalah kelompok-kelompok yang dianggap membahayakan kepentingan 
nasional dan internasional negara adikuasa ini, seperti Al Qaeda dan 
                                                          
75 M Mubarok, “Stigmatisasi pemberitaan terorisme di media massa”, Jurnal Interaksi UNDIP, 
2012. Hlm. 34 
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Taliban yang menjadi musuh utama militer Amerika Serikat mulai awal 
milenium kedua ini.76 
Media massa dan teroris memiliki kepentingan yang sama. Pada 
tingkat ini, teroris menyusun dan memanfaatkan strategi media mereka 
dan, di lain pihak, media menempatkan kepentingannya pada aktivitas 
kelompok teroris. Dalam relasi yang demikian, terorisme kemudian tak 
boleh sekadar dipandang sebagai bentuk kekerasan belaka, namun wujud 
dari kombinasi antara propaganda dan kekerasan. Pada sisi yang lain, 
nilai manfaat media massa pun diakui dan diterima. Koverasi media 
terhadap akibat kekerasan terorisme, sebagai contoh, dipandang mampu 
memicu ketidaksukaan publik terhadap kelompok teroris. Selain itu, 
terbuka pula peluang bagi pemerintah dan media massa untuk bekerja 
sama guna menyusun strategi memerangi terorisme. Peta aktivitas 
terorisme dan peta posisi peran media bila dimatrikskan akan menuntun 
pada suatu garis relasi antara terorisme dan media massa. Atas dasar ini, 
pencermatan terhadap media dalam koverasi mereka terhadap terorisme 
meniadi lebih mudah dilakukan dan memberi manfaat pada pihak-pihak, 
terrnasuk pemerintah,  yang berupaya menentang terorisme. Reaksi 
terhadap koverasi media untuk aktivitas terorisme 9 September di Amerika 
Serikat, pada dasarnya rnelengkapi kontroversi tentang siapa atau pihak 
mana yang lebih layak disebut sebagai teroris. Klaim dari sekutu Amerika 
Serikat cenderung menyebut terorisme dilakukan oleh pihak-pihak yang 
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mengganggu kepentingan Amerika Serikat. Di lain sisi kelompok yang 
dituduh melakukan pembelaan diri dan balik menuduh Amerika Serikat 
beserta sekutunyalah yang lebih banyak menjalankan "aksi" terorisme. 
Terlepas dari kontroversi saling tuduh yang tak akan berkesudahan itu, 
terorisme masa sekarang lebih mudah dipahami sebagai aksi suatu 
kelompok dengan menggunakan kekekerasan untuk menciptakan 
ketakutan guna mendukung tujuan kelompok itu.77 
Ketakutan ini telah menargetkan muslim dan menahan muslim di 
penjara untuk waktu yang lama tanpa tuduhan. Beberapa media telah 
menganjurkan bahwa imigrasi muslim harus dicegah. Tetapi, data dari EU 
terrorism situation and trend report of 2007 untuk Europol (European Law 
Enforcement Organization) 78  menunjukkan bahwa dari 498 serangan 
teroris yang dilaporkan di seluruh Eropa pada tahun 2006, hanya satu 
yang dilakukan oleh muslim.79 
 
 
 
 
                                                          
77 Nunung Prajarto, “Terorisme dan media massa: Debat keterlibatan media”, Jurnal llmu sosial & 
llmu Politik, Vol. 8, No. 1,Juli 2014, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hlm. 38 
78badan khusus kriminalitas Uni Eropa yang terletak di Den Haag, Belanda dan didirikan pada 
tahun 1999. Tujuan utama europol adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kerja sama antara 
otoritas berwenang dari anggota menyatakan terutama dengan berbagi dan mengumpulkan 
intelijen untuk mencegah dan memberantas kejahatan terorganisir serius internasional 
79 Islamophobia Education Pack, hlm 13 
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BAB III 
Metode Penelitian 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan 
diteliti, maka penulis memilih lokasi penelitian di kota makassar, yaitu lebih 
tepatnya di perpustakaan di Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin dan Departemen Hukum Internasional Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin.. 
 
B. Jenis dan sumber data 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan 
dengan metode library research. Pengumpulan sumber data bahan hukum 
dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, bahan hukum yang 
diperoleh adalah: 
a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM 
b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil 
penelitian, karya ilmiah, jurnal hukum dan sebagainya 
c) Bahan Hukum Tersier atau Bahan Hukum Penunjang, yakni 
bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 
ensiklopedia, intenet, hasil wawancara dan lain-lain 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan Sumber 
Penelitian Kepustakaan (Library Research), sumber data yang 
diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan 
lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini. 
 
D. Analisis data 
Data yang telah diperoleh kemudian dan diklarifikasi, untuk 
mempemudah proses analisa, analisa bahan hukum yang diperoleh 
menggunakan teknik kualitatif 80  dimana peneliti mencari, memilih, 
menghimpun aturan-aturan hukum atau prinsip-prinsip hukum dan data-
data yang diperoleh kemudian dianalisa secara deskriptif. Analisis data 
adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, 
kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 
dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.81 
Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis 
berdasarkan rumusan masalah secara kualitatif, kemudian selanjutnya 
data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran 
yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab 
permasalahan yang penulis teliti. 
                                                          
80Hamidi. Metode Penelitian Kualitatif.Hlm. 8 
81Lexy J. Moleong, 1991,  Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya : Bandung.  Hlm. 
103 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Bentuk dan Faktor terjadinya Diskriminasi muslim di Amerika 
Serikat 
 
Diskriminasi adalah prinsip yang mengatakan bahwa semua orang 
tidaklah sama. Diskriminasi dapat dilihat sebagai ekspresi intoleransi dan 
untuk perbuatan prasangka. Diskriminasi ini bisa dilakukan oleh negara, 
kelompok etnis, ras, agama, kelamin, ideologi dan budaya.  Diskriminasi 
bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud langsung 
adalah yang dilakukan secara terang-terangan dan yang tidak langsung 
adalah dengan membuat suatu pernyataan atau peraturan yang bersifat 
netral tapi dalam prakteknya tetap melakukan diskriminasi. 
Menurut Pettigrew, ada dua tipe diskriminasi yaitu : 
A. Diskriminasi langsung 
Tindakan membatasi suatu wilayah tertentu, seperti pemukiman, 
jenis pekerjaan, fasilitas umum dan semacamnya dan juga 
terjadi manakala pengambil keputusan diarahkan oleh 
prasangka-prasangka terhadap kelompok tertentu. 
B. Diskriminasi tidak langsung 
Diskriminasi tidak langsung dilaksanakan melalui penciptaan 
kebijakan-kebijakan yang menghalangi ras/etnis tertentu untuk 
berhubungan secara bebas dengan kelompok ras/etnis lainnya 
yang mana aturan dan prosedur yang mereka jalani 
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mengandung bias diskriminasi yang tidak tampak dan 
mengakibatkan kerugian sistematis bagi komunitas atau 
kelompok masyarakat tertentu.82 
 
A. Diskriminasi Langsung 
Diskriminasi langsung terjadi di mana satu orang diperlakukan 
dengan kurang menyenangkan atas dasar kriteria tertentu (asal, rasa tau 
etnis, agama atau keyakinan, cacat, usia, orientasi seksual dan jenis 
kelamin). Dengan demikian, hal ini berkaitan dengan perlakuan yang tidak 
menyenangkan berdasarkan orang yeng memiliki karakter khusus tersebut 
yang membedakan seseorang dari orang lain. Sebab-akibat dari 
perlakuan yang kurang menyenangkan dan perbandingan situasi 
memainkan peran penting dalam konteks diskriminasi langsung.83 
Pemukulan terhadap muslim merupakan contoh diskriminasi 
langsung yang paling sering terjadi di Amerika Serikat, seperti yang terjadi 
di Florida, seorang pria Muslim dipukuli di luar masjid Florida, Sabtu, 2 Juli 
2016, yang pihak berwenang dan kelompok pembela hak-hak Muslim 
berbeda pandangan apakah hal itu dilatarbelakangi faktor rasial atau 
bukan. Masjid itu pernah didatangi oleh pria bersenjata yang membunuh 
49 orang di klab malam di Orlando. Kantor Sheriff Kabupaten St Lucie 
                                                          
82 Priska Kresentia Renata, “ANALISIS DISKRIMINASI TERHADAP KAUM BURAKUMIN DALAM 
NOVEL MISAKI DAN NOVEL HAKAI”, Tesis departemen sastra Jepang, Universitas Bina Nusantara, 
2011. Hal. 14 
83 Justyna Maliszewska-Nienartowicz, “Direct and Indirect Discrimination in European Union Law 
– How to Draw a Dividing Line?”,International Journal of Social Sciences, III(1), 2014. Hlm. 42 
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menyatakan bahwa penyerangan di luar Fort Pierce Islamic Center 
dilaporkan terjadi sekitar pukul 04.11 waktu setempat dan pengurus 
mendapati korban dalam keadaan terkena pukulan pada bagian kepala 
dan wajahnya serta mulutnya berdarah. Tersangka, Taylor Anthony 
Mazzanti, 25 tahun, ditangkap beberapa saat kemudian dan dituduh 
melakukan perbuatan penganiayaan berat. Begitu kata petugas dari 
kantor sheriff tersebut. "Wawancara dengan pengurus dan penasihat 
masjid di lokasi kejadian dan pernyataan tertulis saksi mata telah lengkap 
dengan korban tidak diindikasikan dengan berbagai pendapat bermotifkan 
rasial yang dilakukan oleh tersangka sebelum, selama, atau setelah 
peristiwa itu," kata sheriff Ken Mascara dalam pernyataannya. Menurut 
dia, penyelidikan atas kasus tersebut masih terus berlangsung. Majelis 
Kekeluargaan Islam Amerika (CAIR)84 memberikan pernyataan berbeda 
atas insiden tersebut. Organisasi itu menyatakan bahwa seorang 
pengurus senior organisasi nirlaba Muslim, ICNA Relief, telah menjadi 
korban dan penyerang mendatangi korban dengan melontarkan 
penghinaan rasial serta menggunakan bahasa yang sifatnya menyerang. 
CAIR mengungkapkan penyerang yang berkulit putih diduga mengatakan, 
"Kamu muslim harus kembali ke negaramu," sebelum menyerang korban 
yang tidak diidentifikasi oleh CAIR atau pihak berwenang. CAIR 
                                                          
84 Council on American-Islamic Relation dalah sebuah kelompok advokasi Muslim yang 
bermarkas di Capitol Hill di Washington, DC, dengan kantor regional di seluruh dunia melalui 
hubungan media, keterlibatan sipil, dan pendidikan, CAIR mempromosikan perspektif Islam 
kepada publik Amerika dan mempromosikan aktivisme sosial dan politik di kalangan umat Islam 
di Amerika. 
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menyatakan korban seorang muslim dan menghadiri kegiatan di Islamic 
Center. Imam masjid Islamic Center meminta pengamanan ekstra setelah 
penembakan massal bulan lalu oleh Omar Mateen di kelab malam para 
gay Pulse di Orlando, sekitar 120 mil di wilayah utara, demikian menurut 
CAIR dan juru bicara masjid, Wilfredo Ruiz. Ruiz menuturkan bahwa 
Mateen jarang datang ke masjid tersebut. Mateen, yang tewas di tangan 
polisi setelah tiga jam pengepungan di dalam kelab malam tersebut, 
menyatakan dirinya sebagai pejuang Islam dan berjanji akan tetap setia 
terhadap kelompok garis keras ISIS, demikian menurut transkrip panggilan 
darurat yang dikeluarkan oleh FBI bulan lalu. Ruiz mengeritik Kantor 
Sgeriff yang tidak memberikan mereka tambahan pengamanan dengan 
menyatakan, "Ini tidak akan terjadi". Sheriff Mascara dalam pernyataannya 
menyatakan bahwa serangan dilakukan oleh pihak masjid dan CAIR 
termasuk melakukan retorika yang tidak benar.85 
Dari kasus tersebut terdapat dua pernyataan berbeda dari pihak 
sheriff maupun dari pihak CAIR. Pihak Sheriff mengatakan bahwa korban 
tidak diindikasikan berbagai pendapat bermotifkan rasial yang dilakukan 
oleh tersangka sebelum, selama, atau setelah peristiwa tersebut. Lain 
pula pendapat yang dikeluarkan oleh CAIR, mereka berpendapat bahwa 
penyerang mendatangi korban dengan melontarkan penghinaan rasial 
serta menggunakan bahasa yang sifatnya menyerang. Penyerang diduga 
                                                          
85 http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/07/03/o9qmgz299-seorang-pria-
muslim-dipukuli-di-luar-masjid-florida 
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mengatakan “kamu muslim, harus kembali ke negaramu”. Sheriff pun 
mengatakan bahwa serangan dilakukan oleh pihak masjid dan CAIR 
dituduh melakukan pernyataan yang tidak benar.  
Penulis beranggapan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya 
penyerangan ini adalah kasus Omar Mateen yang melakukan 
penembakan yang menewaskan puluhan orang di sebuah klub malam gay 
di Orlando, Florida. Omar Mateen melepaskan tembakan di dalam klub 
malam Pulse, Minggu dini hari dalam penembakan paling mematikan 
dalam sejarah AS modern. Pejabat FBI mengatakan pria 29 tahun yang 
kemudian tewas ditembak oleh polisi itu, tampaknya "cenderung berpihak 
terhadap" ideologi Islam radikal, meskipun tidak jelas apakah serangan itu 
tergolong kasus terorisme domestik atau internasional. Mateen melakukan 
panggilan darurat 911 tak lama sebelum dia dilaporkan menyatakan 
kesetiaannya kepada kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau 
ISIS. Sementara itu ayah Mateen mengatakan kepada NBC News 
serangan itu "tidak ada hubungannya dengan agama." 86  Akibat dari 
penyerangan tersebut tertanamlah stigma bahwa muslim adalah teroris 
oleh masyarakat Amerika Serikat hingga akhirnya geram dan melakukan 
berbagai aksi pemukulan terhadap muslim di Amerika Serikat. Padahal 
para pemimpin organisasi islam di Amerika Serikat mengecam aksi 
pembantaian yang dilakukan oleh Omar Mateen. Dewan Hubungan Islam 
Amerika (CAIR) cabang Florida mengatakan, "Kami mengecam serangan 
                                                          
86 http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/06/160613_dunia_siapa_pelaku_orlando 
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mengerikan ini dan dengan tulus menyampaikan belasungkawa kepada 
keluarga dan orang-orang yang dicintai dari semua korban yang tewas 
atau cedera. Komunitas Muslim bersama seluruh rakyat Amerika 
menentang orang atau kelompok yang akan mengklaim pembenaran atau 
mencari-cari alasan tindakan kekerasan yang keji ini." Imam Tariq 
Rasheed dari Pusat Agama Islam di Orlando mengatakan, "Tidak ada 
satupun dari tradisi keagamaan yang dapat membenarkan atau 
membiarkan tindakan kekerasan yang kejam dan tidak masuk akal ini." 
Kelompok Islamic Society of Center Florida mengutuk serangan itu dan 
mengunggah pesan di akun Facebook-nya: "Kami bersatu dengan rakyat 
Amerika menentang setiap tindakan kekerasan yang berusaha menakut-
nakuti dan memecah belah masyarakat Amerika." Imam Muhammad 
Musri, presiden kelompok Islam Amerika, mengatakan, "Kami mengutuk 
orang yang melakukan ini, apapun ideologinya. Nyawa orang tidak dapat 
dikorbankan karena kemarahan dan kebencian." Ia mengatakan tidak tahu 
apa yang bisa dilakukan setelah kejadian penembakan disusul kejadian 
penembakan lainnya. "Saya mengutuk semua aksi terorisme, terutama 
yang dilakukan atas nama agama keyakinan saya," katanya.87 
Jika benar penyerang terbukti menyerang dengan alasan rasial dan 
melontarkan pernyataan yang bersifat rasial dan menggunakan bahasa 
yang sifatnya menyerang, maka penyerang telah melanggar BAB II UU 
Hak sipil 1964 Amerika Serikat pasal 202 dan 203 yang berbunyi : 
                                                          
87 http://www.voaindonesia.com/a/pemimpin-muslim-as-kutuk-pembantaian-di-
orlando/3373381.html 
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Pasal 202 
semua orang berhak untuk bebas dimanapun, dari diskriminasi tanpa 
memandang dari ras, warna kulit, agama atau Negara asal. Jika 
diskriminasi yang terjadi disebutkan dalam hukum, undang-undang, 
peraturan, regulasi, aturan atau perintah dari negara atau lembaga atau 
ketatanegaraannya 
 
Pasal 203 
semua orang tidak berhak untuk : 
a. menahan, menolak, atau mencoba untuk menahan atau menolak, 
atau menghilangkan atau mencoba untuk mencabut, setiap orang. 
hak atau keistimewaan dijamin dengan pasal 201 atau 202 
b. mengintimidasi, mengancam, atau memaksa, atau mencoba untuk 
mengintimidasi, mengancam atau memaksa setiap orang dengan 
tujuan mengganggu. hak atau hak istimewa dijamin dengan pasal 
201 atau 202 
c. menghukum atau mencoba untuk menghukum setiap orang. Hak 
atau keistimewaan dijamin dengan pasal 201 atau 202 
 
tidak hanya itu, penyerang juga melanggar beberapa pasal yang 
ada di kovenan sipol yang telah diratifikasi oleh Amerika Serikat pada 8 
Juni 1992 dan mulai berlaku pada 8 September 1992 yaitu : 
Pasal 2  
1.Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan 
menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang 
berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa 
pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, 
kekayaan, kelahiran atau status lainnya. 
 
Pasal 6  
1.Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. 
Hak ini wajib dilindungi oleh  hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas 
hak hidupnya secara sewenang-wenang. 
 
Pasal 7  
Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau 
hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. 
Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen 
medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas. 
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Dan jika kasus pemukulan ini dibawa ke pengadilan, maka 
pengadilan harus bersikap adil sebagaimana yang tercantum di kovenan 
sipol pasal 14 dan 26 yang berbunyi : 
Pasal 14  
1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan 
pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana 
terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya 
dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil da 
terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas 
dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat 
dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena 
alasan moral , ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu 
masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut 
pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru 
akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan 
yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan 
dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak 
menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan 
dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak. 
 
Pasal 26  
Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas 
perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini 
hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan 
yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar 
apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau 
pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau 
status lain. 
 
B. Diskriminasi tidak langsung 
Diskriminasi tidak langsung terdiri dari aturan atau prosedur yang 
tidak secara eksplisit menyebutkan atribut diskriminatif yang secara 
sengaja maupun tidak sengaja dapat menimbulkan persepsi 
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diskriminatif.88 Diskriminasi tidak langsung didasarkan pada kriteria netral 
yang secara resmi tidak dilarang yang terjadi di situasi dimana suatu 
ketentuan tampaknya netral yang menempatkan pada orang yang 
dilindungi oleh larangan umum diskriminasi, tetapi mengalami kerugian 
tertentu dibandingan dengan orang lain.89 
Dalam suatu kasus tindakan diskriminasi di AS, Dikutip dari The 
Independent, insiden ini menimpa Pria bernama Mohamed Ahmed 
Radwan. Radwan yang telah duduk di pesawatnya di bandara Charlotte, 
North Carolina, terkejut saat seorang pramugari menyebut nama dan 
nomor kursinya melalui pengeras suara. "Mohamed Ahmed, Kursi 25-A: 
Saya akan mengawasimu," ujar pramugari itu. Tidak hanya sekali, 
pramugari itu menyebut nama Radwan sebanyak tiga kali: "Mohamed 
Ahmed, itu nama yang sangat panjang. Kursi 25-A, saya akan 
mengawasimu" dan "25-A, kau akan diawasi." Tidak ada nama 
penumpang lain yang disebut selain Radwan. Akhirnya Radwan bertanya 
kepada pramugari tersebut mengapa namanya disebut. Pramugari itu 
malah mengatakan bahwa Radwan "terlalu sensitif." Kemudian Radwan 
melaporkan insiden itu kepada dua pramugari American Airlines lainnya. 
Namun bukannya dibela, dia diusir karena dianggap membuat pramugari 
"tidak nyaman." "Saya terkejut. Saya sudah terbang lebih dari 30 tahun, 
                                                          
88P. Priya dan Dr. J. C. Miraclin Joyce Pamila, “Identification of Direct and IndirectDiscrimination in 
Data Mining”, Department of Computer Science and Engineering, Govt. College of Technology, 
Coimbatore-13. Hlm. 124 
89 Justyna Maliszewska-Nienartowicz, Op-Cit. Hal. 43 
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dan tidak pernah mengalami hal seperti ini," kata Radwan, dikutip 
dari Charlotte Observer. CAIR telah mengirim surat ke Departemen 
Transportasi pada Rabu kemarin, mendesak penyelidikan dan 
pemeriksaan menyeluruh praktik maskapai-maskapai besar AS. Menurut 
pengacara CAIR, Maha Sayed, kasus ini menunjukkan sikap anti-Islam 
yang kian merebak di penerbangan AS. "Insiden ini memprihatinkan jika 
melihat gelombang insiden yang sama saat personel maskapai mengusir 
penumpang Muslim, atau yang memiliki latar belakang Timur Tengah 
tanpa alasan atau penjelasan yang obyektif," kata Sayed. Juru bicara 
American Airlines mengatakan dalam pernyataannya bahwa mereka 
menyimpulkan tidak ada diskriminasi yang terjadi dalam kasus itu. 
 "American Airlines telah dihubungi oleh CAIR awal tahun ini. Kami 
meninjau tuduhan ini dan menyimpulkan tidak ada diskriminasi yang 
terjadi. Kami melayani pelanggan dari barbagai latar belakang dan 
keyakinan, dan tidak menoleransi diskriminasi dalam bentuk apa pun," 
kata dia.90 
Dari kasus tersebut dapat disimpulkan terdapat diskriminasi 
terhadap muslim yang terjadi di dalam pesawat, padahal tidak disebutkan 
dalam aturan bahwa seseorang harus diawasi secara ketat dan belum 
diketahui kebenarannya apakah orang tersebut memang memiliki niat 
jahat atau tidak. 
                                                          
90 http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160721160839-134-146173/penumpang-
muslim-diusir-dari-pesawat-maskapai-amerika/ 
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Kovenan sipol pasal 25 dan 26 menyebutkan bahwa : 
Pasal 25 Ayat C 
Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa 
pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 
tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:  
c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar 
persamaan dalam arti umum. 
 
Pasal 26 
Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas 
perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini 
hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan 
yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar 
apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau 
pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau 
status lain. 
 
B. Perlindungan hukum  muslim di Amerika Serikat menurut Hak 
Asasi Manusia Internasional 
 
1. Aturan terkait perlindungan muslim di Amerika Serikat 
Kebebasan beragama atau kebebasan berkeyakinan adalah prinsip 
yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat, untuk 
mewujudkan agama atau kepercayaan dalam pengajaran, praktek, 
ibadah, dan ketaatan. Hal ini juga termasuk kebebasan untuk mengubah 
agama atau kepercayaan seseorang. Kebebasan beragama dianggap 
oleh banyak orang dan bangsa menjadi hak asasi manusia. Di sebuah 
negara dengan agama negara, kebebasan beragama umumnya dianggap 
berarti bahwa pemerintah memungkinkan praktik keagamaan sekte lain 
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selain agama negara, dan tidak menganiaya orang percaya di agama 
lain.91 
Pada tahun 1979, Komisi Amerika Serikat tentang Hak Sipil 
mendefinisikan diskriminasi agama dalam kaitannya dengan hak-hak sipil 
yang dijamin oleh Amandemen ke empat belas Konstitusi Amerika Serikat. 
Sedangkan kebebasan sipil keagamaan, seperti hak untuk menahan atau 
tidak menahan keyakinan agama, sangat penting untuk Kebebasan 
Beragama (di Amerika Serikat dijamin oleh Amandemen Pertama), 
diskriminasi agama terjadi ketika seseorang ditolak "perlindungan yang 
sama dari hukum, kesetaraan status di bawah hukum, perlakuan yang 
sama dalam administrasi peradilan, dan kesetaraan kesempatan dan 
akses terhadap pekerjaan, pendidikan, perumahan, layanan publik dan 
fasilitas, dan akomodasi publik karena melaksanakan hak mereka untuk 
kebebasan beragama.92 
Hak asasi manusia di Amerika Serikat secara hukum dilindungi 
oleh Konstitusi Amerika Serikat dan amendemen-amendemennya, 
disepakati melalui traktat, dan ditetapkan secara legislatif melalui Kongres, 
badan perundang-undangan negara bagian, dan plebisit (referendum 
negara bagian). Pengadilan federal di Amerika Serikat memiliki yurisdiksi 
atas hukum hak asasi internasional sebagai pertanyaan federal, yang 
terjadi berdasarkan hukum internasional yang merupakan bagian dari 
                                                          
91 https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion 
92 https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_discrimination 
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hukum Amerika Serikat. Di Tiga Belas Koloni Amerika Britania, organisasi 
hak asasi manusia pertama kali didirikan oleh Anthony Benezet pada 
tahun 1775 dengan tujuan menghapus perbudakan. Setahun kemudian, 
Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menganjurkan kemerdekaan 
sipil berdasarkan "kebenaran yang dapat membuktikan dirinya sendiri" 
“bahwa mereka dikaruniai oleh Penciptanya dengan Hak-hak yang tidak 
dapat disangkal, dan bahwa di antara hak-hak itu adalah Kehidupan, 
Kemerdekaan, dan upaya mengejar Kebahagiaan.” Pandangan 
kemerdekaan manusia ini menerima sebagai dalil bahwa hak-hak 
fundamental tidak diberikan oleh pemerintah, melainkan tidak dapat 
disangkal dan melekat pada setiap individu, anteseden pemerintah. 
Dengan menjunjung prinsip-prinsip tersebut, Konstitusi Amerika Serikat 
diadopsi pada tahun 1787, sehingga terbentuk sebuah republik yang 
menjamin sejumlah kemerdekaan sipil dan hak-hak. Kemerdekaan dan 
hak-hak tersebut lebih lanjut dikodifikasi dalam Bill of Rights dan 
selanjutnya diperluas dari masa ke masa untuk dapat diterapkan secara 
menyeluruh melalui putusan yudisial dan undang-undang, serta 
mencerminkan norma-norma masyarakat yang terus berkembang. 
Perbudakan dihapus secara konstitusional pada tahun 1865, dan hak pilih 
wanita ditetapkan secara nasional pada tahun 1920. Pada abad ke-20, 
Amerika Serikat memegang peran utama dalam pendirian Perserikatan 
Bangsa-Bangsa dan penyusunan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak 
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Asasi Manusia. Sebagian besar Pernyataan Umum tentang Hak-Hak 
Asasi Manusia mengambil model sebagian dari U.S. Bill of Rights.93 
Tapi instansi pemerintah dan penegak hukum setempat mengikis 
kebebasan dari warga muslim yang taat hukum. Dengan alasan membela 
keamanan Negara, hubungan instansi pemerintah dan penegak hukum 
dengan masyarakat muslim sudah mulai renggang. Sentimen anti-Muslim 
di Amerika Serikat terwujud melalui pembakaran masjid, serangan, 
pembunuhan dan perkataan yang bersifat rasial. Hal ini juga membuat 
instansi pemerintah dan penegak hukum harus memberikan perlindungan 
terhadap hal-hal tersebut. Pandangan terhadap terorisme sejak peristiwa 
9/11 menunjukkan bahwa islamophobia merupakan ketakutan irasional 
yang mencurigai umat islam.94 
Ketetapan yang ditetapkan oleh DPR AS di Kongres mengutuk 
Islamophobia merupakan kemunafikan Washington dalam mengatasi 
permasalahan tersebut, kata seorang pemimpin Muslim Amerika. Menurut 
Ketetapan DPR AS 569, korban kejahatan kebencian Islamofobia telah 
mengalami kekerasan fisik, verbal, dan emosional karena mereka adalah 
pengikut Islam atau diyakini Muslim. Ketetapan  yang diperkenalkan oleh 
sekelompok Perwakilan Rakyat Demokratik awal bulan ini, mendesak 
DPR untuk menyampaikan belasungkawa untuk orang-orang yang 
menjadi korban kejahatan kebencian anti-Muslim dan mengecam 
                                                          
93 https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia_di_Amerika_Serikat 
94 http://religion.blogs.cnn.com/2013/09/11/since-911-islamophobia-legislated-and-enforced/ 
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serangan tersebut. Hal ini juga menyerukan kepada DPR untuk mengakui 
bahwa komunitas Muslim AS telah membuat "kontribusi positif tak 
terhitung jumlahnya untuk masyarakat kita." "RUU ini adalah pengalihan 
sederhana," kata Imam Abdul Alim Musa Press TV, Kamis. "Karena 
pemerintah Amerika Serikat benar-benar pro-Zionis dan benar-benar anti-
Islam dan sebagian besar insiden yang terjadi di dunia saat ini adalah 
insiden yang direkayasa oleh pasukan Zionis."  Imam masjid Masjid al-
Islam di Washington menjelaskan bahwa Zionis sedang mencari alasan 
untuk membenarkan penindasan  mereka kepada Muslim melalui tindakan 
seperti itu. Dia menuduh badan-badan intelijen Amerika dan penegakan 
hukum terlibat dalam kegiatan yang mengganggu terhadap komunitas 
Muslim di dalam negeri. Imam mengecam cabang legislatif dari 
pemerintah AS, menyebutnya "Kongres munafik" yang membenarkan 
Islamophobia.95 
Dampak islamophobia di Amerika Serikat sangatlah besar dan 
bukan tidak mungkin sampai ke Indonesia. Ustadz Adnin Armas 
menyebutkan, Islamophobia bisa jadi tidak hanya terjadi di Eropa dan 
Amerika, tetapi juga di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam tabligh akbar 
bertema "Untuk Indonesia yang Lebih Beradab" di Masjid Pondok Indah, 
Jakarta Selatan. "Indikasinya sudah muncul. Orang-orang yang ingin 
berkontribusi dan mencintai agama ini bisa dituduh konservatif, 
                                                          
95 http://www.presstv.com/Detail/2015/12/31/443985/US-House-Democrats-Islamophobia-
Abdul-Alim-Musa 
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fundamentalis, radikal, anti kemajuan, anti Barat, anti NKRI, dan fitnah-
fitnah serupa," ucapnya, Kamis, 30 April 2016.  Ada gelombang ketakutan 
saat melihat saudaranya sesama muslim ingin membela agama.96  
Hak asasi manusia sangat penting karena mereka melindungi hak 
kita untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak 
atas kebebasan dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa 
kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan 
makanan yang cukup. Ini berarti bahwa kita harus dapat berpartisipasi 
dalam masyarakat, untuk menerima pendidikan, bekerja, dan 
mempraktekkan agama kita, berbicara dalam bahasa kita sendiri, dan 
hidup dengan damai. Hak asasi manusia adalah alat untuk melindungi 
orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Hak asasi manusia 
mengembangkan saling menghargai antara manusia. Hak asasi manusia 
mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk 
menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, kita 
memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi, tapi di 
saat yang sama, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi 
orang lain.97 
 
 
                                                          
96 http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/01/nnmsbg-
islamophobia-bisa-muncul-di-indonesia 
97 Play It Fair!, hlm. 1 
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2. Perkembangan lebih lanjut terkait Islamophobia di Amerika 
Serikat 
Pemilihan presiden AS pada tanggal 8 November 2016 lalu 
sudah berlangsung. Tak diduga, melalui hasil penghitungan cepat 
(quick count) Donald Trump terpilih menjadi presiden Amerika Serikat 
ke-45. Donald Trump menang dengan perolehan 290 suara elektrolal. 
Donald Trump terpilih menjadi presiden dalam usia 69 tahun dan akan 
dilantik pada tanggal 20 Januari 2017.Donald Trump maju sebagai 
calon presiden dari partai Republik dan berpasangan dengan Mike 
Pence. Majunya Donald Trump sebagai calon presiden adalah hal 
yang kontroversial terutama dalam isu SARA. Banyak ucapan yang 
dilontarkan  Trump mengenai hal-hal yang berbau anti-Muslim. Salah 
satu yang paling kontroversial adalah ucapannya saat kampanye yang 
menyerukan pencegahan semua orang Muslim untuk memasuki 
wilayah Amerika Serikat. Tak dapat dielakkan, ucapan itu membuat 
geger seluruh dunia. Bagaimana tidak, seorang calon presiden AS 
dapat mengeluarkan isu SARA ekstrem seperti itu. Donald Trump 
akhirnya dikecam dan banyak yang memprediksi bahwa Trump tidak 
akan bisa menjadi presiden AS karena gagasan-gagasan 
kontroversialnya itu. Kekejaman ISIS yang mengatasnamakan Islam 
memang membuat seluruh penjuru dunia dalam bahaya begitupula 
dengan Amerika Serikat. Kenangan buruk tentang peristiwa WTC 11 
September 2001 yang didalangi oleh Al-Qaeda yang menimbulkan 
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3000 korban jiwa menjadi luka yang sangat dalam bagi AS dan juga 
mencemarkan nama baik Islam di mata Amerika Serikat. Penembakan 
massal yang terjadi di San Bernardino pada 2 Desember 2015 lalu 
dimana sepasang suami istri bernama Syed Rizwan Farook dan 
Tashfeen Malik yang menewaskan 14 orang juga memperburuk citra 
umat Muslim dimata AS. Dengan sering terjadinya teror yang 
mengatasnamakan Islam, mungkin saja masyarakat AS mengalami 
Islamophobia. Islamophobia sendiri adalah istilah yang merujuk 
kepada kebencian terhadap Islam. Kampanye –kampanye yang 
dilakukan oleh Trump mengandung unsur-unsur Islamophobia. AS 
sendiri juga sedang mengalami Islamophobia. Awalnya Trump 
diprediksi tidak dapat mengalahkan Hillary terlebih dengan sikap rasis 
seperti itu, namun kenyataannya sekarang Trump adalah presiden 
terpilih AS. Dunia dilanda kebingungan, kenapa orang seperti Trump 
dapat terpilih dibalik dengan kontroversi yang dibuatnya itu.  Mungkin 
itulah dampak yang ditimbulkan akibat adanya Islamophobia. Orang-
orang menjadi benci terhadap islam, sedangkan Trump dengan 
cerdiknya memanfaatkan kebencian itu untuk dijual pada 
kampanyenya. Rakyat AS yang sudah terkena Islamophobia akan 
sangat setuju dengan ide kampanye Trump agar AS dapat bersih dari 
kaum Muslim yang mereka anggap sebagai teroris.Fakta ini 
menunjukkan bahwa umat Muslim di seluruh dunia memiliki pekerjaan 
besar untuk memulihkan kembali citra mereka di mata publik AS. 
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Pasalnya, Islamophobia sendiri bukanlah sesuatu yang baik karena 
jika dibiarkan akan mengarah kepada diskriminasi. Umat Muslim perlu 
untuk meluruskan kembali bahwa Islam bukanlah teroris. Teroris 
sejatinya bukanlah bagian dari agama manapun sebab tidak ada satu 
pun agama yang mengajarkan umatnya untuk saling membunuh. 
Sehingga, dalam hal ini tidak hanya umat Muslim saja yang perlu 
menghilangkan stereotype tersebut melainkan seluruh umat manusia 
di dunia agar tidak tercipta phobia-phobia lainnya.98 
Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) menerima laporan 
terjadinya peningkatan kekerasan terhadap komunitas Muslim sejak 
terpilihnya Donald Trump sebagai presiden. Beberapa tindakan berupa 
serangan kebencian terjadi dan terlihat membahayakan. Disebutkan 
kelompok pembela hak-hak Muslim Amerika tersebut, mulai ada 
serangan terhadap perempuan yang memakai hijab di tempat umum. 
Kemudian banyak grafiti rasis yang digambarkan untuk umat Muslim 
beredar. Bahkan, intimidasi anak-anak imigran di Negeri Paman Sam 
juga dilaporkan terjadi.  "Ini hasil yang tak terelakkan dari pengaruh 
Islamophobia yang dapat dilihat disebarkan selama kampanye 
presiden Trump berlangsung," ujar juru bicara CAIR, Ibrahim Hooper. 
Selama kampanye, Trump kerap mengatakan akan memberlakukan 
larangan umat Muslim untuk datang ke AS dengan alasan keamanan. 
Miliarder itu juga mengancam seluruh imigran ilegal yang tinggal di 
                                                          
98 http://www.kompasiana.com/amp/daniganesha/kemenangan-trump-dan-islamophobia-
rakyat-as_5832e9e91a7b61801e5e1fca 
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sana untuk dideportasi segera setelah dirinya terpilih menjadi 
pemimpin di negara itu. Dalam laporan yang diterima CAIR, serangan 
terhadap perempuan berhijab terjadi di Sand Diego State University. 
Seorang mahasiswi di kampus itu diserang dan dirampok oleh pelaku 
yang mengucapkan kata-kata anti Muslim dan memperlihatkan mereka 
adalah pendukung Trump.99  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
99 http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/11/11/oghcma313-trump-
presiden-cair-laporan-kekerasan-terhadap-muslim-meningkat 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan pemaparan penulis dari pembahasan, adapun 
kesimpulan dapat diambil yaitu : 
1. Bentuk dari diskriminasi yang diterima oleh masyarakat 
muslim di Amerika Serikat ada dua macam, yaitu 
diskriminasi secara langsung dan diskriminasi secara tidak 
langsung. Diskriminasi langsung yang berupa kekerasan 
atau perkataan verbal yang menunjukkan adanya indikasi 
diskriminasi secara rasial, sedangan diskriminasi secara 
tidak langsung berupa aturan yang adil tetapi secara tidak 
langsung merugikan sekelompok orang tertentu.  
2. Diskriminasi tehadap masyarakat muslim di Amerika Serikat 
adalah pelanggaran terhadap hukum hak asasi manusia 
internasional. Ketentuan yang tercantum dalam norma hak 
asasi manusia internasional nyatanya belum cukup untuk 
mengurangi terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat 
muslim yang berada di Amerika Serikat terkait isu 
Islamophobia ini dikarenakan hubungan yang renggang 
antara instansi pemerintah dan penegak hukum di Amerika 
Serikat. Dampak dari Islamophobia yang terjadi di  Amerika 
Serikat bisa sampai ke Negara lain terutama di Indonesia 
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B. SARAN 
Adapun saran yang penulis ajukan dalam skripsi ini yaitu : 
1. Peran media terhadap muslim sangatlah besar, adapun media 
harusnya tidak hanya memberitakan tentang islam dalam 
pandangan yang buruk saja, karena islam juga memiliki 
pandangan yang baik, apalagi terhadap seluruh umat manusia 
2.  Untuk para masyarakat yang sangat anti-muslim, janganlah 
menilai seorang muslim sebagai teroris dari apa yang media 
paparkan, tetapi nilailah mereka dari agama dan perlakuan 
mereka ke sesama umat manusia.  
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